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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan
kemudahan dalam meyelesaikan laporan kegiatan Perhitungan Nilai Tukar
Petani Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini merupakan pengukuran tingkat
kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Lumajang. Alat ukur yang digunakan
adalah nilai tukar petani (NTP) yang merupakan ukuran kemampuan daya tukar
hasil pertanian terhadap barang yang dibeli oleh petani.

Hal mendasar yang telah dipelajari dalam penelitian ini adalah NTP dapat
digunakan untuk mengevaluasi pergerakan tingkat daya beli/daya tukar petani
atas penerimaan harga di usaha pertanian terhadap pengeluaran konsumsi dan
produksinya. Kemampuan petani dalam membelanjakan hasil usaha produksinya
kepada berbagai komoditas komsumsi dapat diukur dan dianalisis. Oleh karena
itu pengambil kebijakan dapat menggunakan instrumen NTP tersebut sebagai
bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan kebijakan
pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Lumajang, khusushya

peningkatan kesejahteraan petani.

Lumajang, Desember 2019

Tim Penyusun
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan suatu penting diarahkan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini mejadi cita-cita setiap kegiatan pembangunan
dan menjadi tolok ukur keberhasilannya. Salah satu upaya mengukur tingkat
perubahan kesejahteraan petani adalah dengan mengukur niai tukar atas
kegiatan produksi dilakukannya, yaitu atas tingkat nilai yang diterima dengan
tingkat nilai yang dibayarkan petani. Di sisi lain, inflasi sebagai indikator tingkat
perubahan harga-harga juga merupakan komponen penting diobservasi dalam

rangka menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGSs) juga tertuang tentang
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pencapaian 17 target yang
ingin diwujudkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ditunjukkan
dengan semakin membaiknya indikator pembangunan sumberdaya manusia
seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan dan

jumlah pengangguran.

Pembangunan pertanian yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan
program seperti peningkatan produksi pertanian, stabilisasi pasokan dan harga
bahan pangan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
petani. Kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian yang selama
ini dilaksanakan diyakini telah berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian,
peningkatan perekonomian perdesaan serta pemenuhan kebutuhan konsumen

perdesaan dan per kabupaten.

Namun demikian, keberhasilan ini masih menyisakan permasalahan
tentang kemiskinan yang belum sepenuhnya terpecahkan, terutama kemiskinan
di pedesaan. Kajian yang dilakukan oleh Dillon, et al., 1999 dan Simatupang, et
al., 2000 menyatakan bahwa peningkatan produksi pertanian melalui berbagai
rekayasa teknologi dan kelembagaan dinilai belum mampu meningkatkan
pendapatan, kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan di wilayah
pedesaan. Kondisi ini masih belum banyak berubah, data tahun 2005 hingga

Maret 2019 menunjukkan tren penurunan kemiskinan.




Trend penurunan kemiskinan menunjukkan trend menurun baik di Jawa
Timur maupun di Kabupaten Lumajang. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa
tingkat kemiskinan di Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan

menunjukkan konsisten, bahkan penurunan di tahun 2018 mencapai 8.96

persen.
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Gambar 1. Kemiskinan di Lumajang dan Jawa Timur

Sumber: BPS Jawa Timur dan BPS Lumajang

Oleh karena itu, sangat relevan untuk mengkaji dampak pembangunan
pertanian yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan petani. Salah satu alat ukur
yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks
Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan ukuran kemampuan daya tukar hasil pertanian terhadap
barang yang dibeli oleh petani. Peningkatan nilai tukar petani mengindikasikan
adanya peningkatan kesejahteraan petani karena adanya peningkatan
kemampuan riil petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat
kehidupan petani (Silitonga, 1995; Sumodiningrat, 2001; Tambunan, 2003 dan
Masyhuri, 2007). Pengetahuan secara detail terhadap perilaku nilai tukar petani
termasuk faktor-faktor yang menentukan nilai tukar petani akan sangat berguna

bagi perencanaan kebijakan pembangunan pertanian di masa yang akan datang.




1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang telah diimplementasikan di Indonesia
sejak tahun 2001 menuntut setiap daerah Kabupaten/Kota untuk dapat
melaksanankan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi wilayahnya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, setiap kabupaten/kota

menitikberatkan pada sektor-sektor yang unggul di wilayahnya.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur
yang sangat dominan sector pertaniannya. Sehingga, salah satu misi
pembangunan Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 diarahkan pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan

produk unggulan daerah.

Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang berbasis pada sektor
pertanian sebagai penggerak utama pembangunan daerah ditempuh melalui:

a. membangun sistem keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan publik,

b. pengembangan potensi wilayah, baik pada daerah sekitar hutan,
persawahan, perikanan dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan
mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta
berdampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja

c. meningkatkan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri
yang berdaya saing global serta mampu memberikan layanan yang
berkualitas, serta

d. membangun inkubator agribisnis dan agroindustri dan mengembangkan

kawasan pusat-pusat pengembangan terpadu.

Realisasi pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Lumajang menunjukkan keberhasilan yakni ditinjau dari
meningkatnya tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang. Adapun
laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang tahun 2017 sebesar 5.05
persen dan sedikit mengalami percepatan dibandingkan tahun 2016 yang
mencapai 4.70 persen. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa
program-program pembangunan ekonomi mampu mendorong tumbuhnya sektor-

sektor usaha yang ada di masyarakat.




Struktur  ekonomi kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga
lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri
Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor. Ketiga lapangan usaha tersebut secara total memberikan kontribusi
sebesar 70.54 persen pada tahun 2017 (Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten

Lumajang, Tahun 2018).

Sebagai daerah dengan berkontribusi besar di sektor pertanian maka
penurunan kemiskinan dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan
kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan
pertanian Kabupaten Lumajang yang telah dan sedang dilaksanakan,

kesejahteraan petani selalu menjadi salah satu target utama.

Dengan orientasi pembangunan pertanian ke arah perbaikan
kesejahteraan masyarakat petani maka perlu dilakukan kajian terhadap tingkat

kejahteraan petani. Secara khusus permasalahan dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian di
Kabupaten Lumajang Tahun 2019?

2. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga komoditi pertanian terhadap
kesejahteraan petani di Kabupaten Lumajang?

3. Bagaimana laju inflasi di Kabupaten Lumajang periode 2012-2018?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :
1. Mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian di
Kabupaten Lumajang Tahun 2019.
2. Mengetahui tingkat kesejahteraan petani dan fluktuasi harga komoditi
pertanian di Kabupaten Lumajang.

3. Mengetahui laju inflasi di Kabupaten Lumajang periode tahun 2012-2018.

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya buku perhitungan Nilai Tukar
Petani (NTP) Kabupaten Lumajang tahun 2019 meliputi 6 (enam) sub sektor
pertanian yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan,

Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya.




1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada kegiatan kajian ini meliputi:

1. Perhitungan dan analisis terhadap indeks harga yang diterima petani yang
meliputi 6 (enam) sub sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan, Tanaman
Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan
Perikanan Budidaya Kabupaten Lumajang tahun 2019.

2. Perhitungan dan analisis terhadap indeks harga yang dibayar petani yang
meliputi indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan

penambahan barang modal Kabupaten Lumajang Tahun 2019.




II. TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani telah dikembangkan
sejak tahun 1980-an (Rachmat, 2013). Salah satu unsur kesejahteraan petani
adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi
kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan dapat
diukur dari peningkatan daya beli pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya
tersebut. Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan
konsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif petani
lebih sejahtera. Selain sebagai indikator kesejahteraan, menurut Badan Pusat
Statistik, NTP juga digunakan untuk:

1. Mengukur kemampuan tukar (term of trade) produk yang dijual petani
dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi
rumah tangga.

2. Memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani
dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk
memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.

3. Menunjukkan tingkat daya saing (competiveness) produk pertanian

dibandingkan dengan produk lain.

Unsur penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani
adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. Dalam
kaitan tersebut, salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah alat ukur
petani yang dikenal dengan istilah Nilai Tukar Petani (NTP). Perhitungan NTP
diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks
harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya
tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup
konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani,
semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi

tersebut, sehingga relatif lebih sejahtera.

Indikator penentu tingkat kesejahteraan bagi rumahtangga tani praktis tidak
ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan
pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP

merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin




tinggi NTP, relatif sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga, 1995;
Sumodiningrat, 2001; Tambunan, 2003; BPS, 2006; Masyhuri, 2007). Konsep
NTP yang dikembangkan BPS, identik dengan konsep nisbah paritas (parity
ratio) yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an (Tomek dan
Robinson, 1981). Konsep tersebut sampai sekarang masih digunakan dan
secara dinamis dilakukan beberapa modifikasi sesuai dengan perubahan relatif

komoditas penyusunnya.

Dengan menggunakan teori keseimbangan umum, Rachmat (2000)
menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat
kesejahteraan petani. Arah dari NTP (meningkat atau menurun) secara konsep
merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen
penerimaan yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan petani dan
komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan.
Apabila komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran, maka nilai tukar
petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakkan naik atau turun NTP

menggambarkan naik-turunnya tingkat kesejahteraan petani.

Rachmat (2000) lebih lanjut menunjukkan bahwa NTP mempunyai
karakteristik yang cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan karakteristik
yang melekat dari komoditas pertanian dan non pertanian. Ada tiga penjelasan
mengenai terjadinya penurunan NTP, vyaitu: (1) Elastisitas pendapatan produk
pertanian bersifat inelastis, sementara produk non pertanian cenderung lebih
elastis; (2) Perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan
produk manufaktur; dan (3) Perbedaan dalam struktur pasar, dimana struktur
pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar
produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar

monopoli/oligopoli.

Secara umum, nilai tukar mempunyai arti yang luas dan dapat digolongkan
menjadi lima konsep nilai tukar, yaitu: (1) Nilai Tukar Barter, (2) Nilai Tukar
Faktorial (3) Nilai Tukar Penerimaan, (4) Nilai Tukar Subsisten, (5) Nilai Tukar
Pendapatan, dan (6) Nilai Tukar Petani (Diakosawas dan Scandizzo, 1991,
Simatupang 1992; Simatupang dan Isdijoso, 1992; Rachmat et al, 2000;
Supriyati et al., 2000).




2.1.1 Konsep Barter/Pertukaran

Konsep barter (Nilai Tukar Barter) mengacu kepada harga nisbi suatu
komoditas pertanian tertentu terhadap barang/produk non pertanian. Nilai Tukar
Barter (NTP) didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga

produk non pertanian. Secara matematik dirumuskan sebagai berikut:
NTB =P,/ P,
Dimana:

NTB = Nilai Tukar Barter Pertanian
Px = Harga Komoditas Pertanian

Py = Harga Komoditas Non Pertanian

Konsep nilai tukar ini mampu mengidentifikasi perbandingan harga relatif
dari komoditas pertanian tertentu terhadap harga produk yang dipertukarkan.
Peningkatan NTB berarti semakin kuat daya tukar harga komoditas pertanian
terhadap barang yang dipertukarkan. Konsep NTB hanya berkaitan dengan
komoditas dan produk tertentu dan tidak mampu memberi penjelasan berkaitan
dengan perubahan produktivitas (teknologi) komoditas pertanian dan komoditas

non pertanian tersebut.

2.1.2 Konsep Faktorial

Konsep faktorial merupakan perbaikan dari konsep barter, yaitu dengan
memasukkan pengaruh perubahan teknologi (produktivitas). Nilai Tukar Faktorial
(NTF) pertanian didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap
harga non pertanian, dikalikan dengan produktivitas pertanian (Zx). Apabila
hanya memprhatikan produktivitas pertanian, maka disebut Nilai Tukar Faktorial
Tunggal (NTFT). Apabila produktivitas non pertanian (Zy) juga diperhitungkan,
maka disebut Nilai Tukar Faktorial Ganda (NTFG). NTFT dan NTFG dirumuskan

sebagai berikut:
P, +xZ,

Y

NTFT =
NTFT = NTB * Z,

NTFG = fx:Zx
Py*Zy

NTFG = NTB <2




Dimana: NTFT = Nilai Tukar Faktor Tunggal
NTFG = Nilai Tukar Faktor Ganda

Zy = Produktivitas Komoditas Pertanian
Zy = Produktivitas Produk Non Pertanian
Z = Rasio produktivitas pertanian (x) terhadap non pertanian (y)

2.1.3 Konsep Penerimaan

Konsep penerimaan (Nilai Tukar Penerimaan) merupakan pengembangan
dari konsep nilai faktorial. Nilai Tukar Penerimaan (NTR) merupakan daya tukar
dari penerimaan (nilai hasil) komoditas pertanian yang diproduksikan petani per
unit (hektar) terhadap nilai input produksi untuk memproduksi hasil tersebut,
dengan demikian NTR menggambarkan tingkat profitabilitas dari usaha tani
komoditas tertentu. Namun NTR hanya menggambarkan nilai tukar komoditas

tertentu, belum keseluruhan komponen penerimaan dan pengeluaran petani.

P,.
NTR = Jxx Qx
Py * Qy
Dimana: NTR = Nilai Tukar Penerimaan

Px = Harga Komoditas Pertanian
Py =Harga Input Produksi
Qx =Jumlah Komoditas Pertanian yang Dihasilkan

Qy =Jumlah Input Produksi yang Digunakan

2.1.4 Konsep Subsisten

Konsep Nilai Tukar Subsisten (NTS) merupakan pengembangan lebih
lanjut dari NTR. NTS menggambarkan daya tukar dari penerimaan total
usahatani petani terhadap pengeluaran total petani untuk kebutuhan hidupnya
(Pramonosidhi, 1984). Penerimaan petani merupakan penjumlahan dari seluruh
nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani dan pengeluaran
nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pengeluaran
petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga
dan pengeluaran untuk biaya produksi usahatani. NTS dirumuskan sebagai
berikut:




X Piig,,

NS = (Pyivg,) + (Pyixgy)
Dimana: NTS = Nilai Tukar Subsisten,
Pxi = Harga komoditas pertanian ke i,
Qxi = Produksi komoditas pertanian ke i,
Pyj = Harga produksi konsumsi,
Qyi = Jumlah produk konsumsi,
Pyj = Jumlah input produksi

Dengan demikian, NTS menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli dari
pendapatan petani dari usahatani terhadap pengeluaran rumahtangga petani
untuk kebutuhan hidupnya yang mencakup pengeluaran konsumsi dan untuk
biaya produksi. Dalam operasionalnya konsep NTS ini hanya dapat dilakukan

pada tingkat mikro, yaitu unit analisis rumahtangga.

2.2 Pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP secara konsepsi mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang
dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi
dan keperluan untuk dalam memproduksi usahatani. Nilai Tukar Petani (NTP
Padi) didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani (HT) dengan
harga yang dibayar petani (HB) atau NTP = HT/HB. Indeks tersebut merupakan
nilai tertimbang terhadap kuantitas pada tahun dasar tertentu. Pergerakan nilai
tukar akan ditentukan oleh penentuan tahun dasar karena perbedaan tahun
dasar akan menghasilkan keragaan perkembangan indeks yang berbeda dan
formulasi indeks yang berbeda. Formulasi indeks yang digunakan adalah Indeks
Laspeyres (BPS, 1995).

[ = 2. Qo Py
2. Qo * Py
Dimana: | =Indeks Laspeyres,
Qo= Kuantitas pada tahun dasar tertentu (tahun 0),
Po = Harga pada tahun dasar tertentu (tahun 0),

Pi = Harga pada tahun ke i,
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Dalam operasionalisasi perhitungan NTP, BPS memodifikasi Indeks Laspeyres

sebagai berikut:

Ppi
?i1p( y P(n-1)i * Qo;
In = - x 100
2iz1Poi * Qo;
Dimana: In = Indeks harga bulanan bulan ke n (IT dan IB),
Phi = Harga bulan ke n untuk jenis barang ke i,
P -1y = Harga bulan ke (n-1) untuk jenis barang ke i,

Pn/Pn-1i = Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke i,

Poi = Harga dasar tahun dasar untuk jenis barang ke i,

Qoi = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke i,

m = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket
komoditas

2.2.1 Harga yang Diterima Petani (HT)

Harga yang diterima petani merupakan harga tertimbang dari harga setiap
komoditas pertanian yang diproduksi/dijual petani. Penimbang yang digunakan
adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas. Harga komoditas

pertanian merupakan harga rataan yang diterima petani atau “Farm Gate”.

Petani yang dimaksud dalam konsep NTP dari BPS adalah petani yang
berusaha di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat,
peternak, serta petani ikan budidaya dan nelayan. Petani sub sektor tanaman
pangan mencakup petani yang berusaha pada usahatani padi dan palawija;
petani perkebunan rakyat terdiri usahatani komoditas perdagangan rakyat; petani
peternak yang bergerak dalam usaha ternak besar, ternak kecil, unggas, dan
hasil peternakan; serta petani nelayan yang mencakup petani budidaya ikan dan

nelayan penangkapan. Harga yang diterima petani (HT) dirumuskan sebagai

berikut:
HT = z Qa; * PTi
Dimana: HT = Harga yang diterima petani,

P+ = Harga kelompok komoditas dalam sub sektor ke i (i = tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan
perikanan),

a; = Pembobot dari masing-masing sub sektor ke i.
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Harga dari setiap sub sektor merupakan harga tertimbang dari harga setiap

komoditas penyusunnya.

2.2.2 Harga yang Dibayar Petani (HB)

Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya
konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan
penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani.
Komuditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang
dibayar petani. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang

di pasar pedesaan. Harga yang dibayar petani (HB) dirumuskan sebagai berikut:

HB = Zb*PB,-

Dimana: HB = Harga yang dibayar petani,
PBi = Harga kelompok produk ke i yang dibeli petani,
b = Pembobot dari komoditas ke i,

i = Kelompok produk konsumsi pangan, non pangan (perumahan,
pakaian, aneka barang dan jasa), dan sarana produksi (faktor

produksi, non, barang modal).

Konsep NTP dikembangkan BPS sebagai alat ukur untuk melihat
perbandingan relatif kesejahteraan petani. Pada awal penyusunannya, cakupan
petani hanya yang berusaha dalam kegiatan usahatani tanaman bahan makanan
(tanaman pangan dan hortikultura sayur-sayuran dan buah-buahan) dan
perkebunan rakyat, serta hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sesuai dengan
berjalannya waktu, pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan pengukuran NTP
baik dalam cakupan petani dan cakupan wilayah (provinsi). Cakupan dalam
definisi “Petani” diperluas mencakup petani yang berusaha pada kegiatan
usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan (petani ternak)

dan perikanan (petani ikan dan nelayan).

NTP dikembangkan dengan unit analisa nasional dan regional, sehingga
diperoleh keunggulan karena merupakan indikator makro nasional dan regional
dari tingkat kesejahteraan petani regional. Melalui NTP dan komponennya dapat
diketahui perbandingan relatif Nilai Tukar Petani atau Nilai Tukar Komoditas

Pertanian antar regional (provinsi).
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Arah dari NTP (kesejahteraan petani) secara konsepsi merupakan resultan
dari setiap Nilai Tukar komponen pembentuknya, yaitu nilai tukar komponen
penerimaan petani yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani
dan nilai tukar komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap
kesejahteraan petani. Apabila laju nilai tukar komponen penerimaan lebih tinggi
dari nilai tukar komponen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat,
demikian sebaliknya. Pembentukan NTP yang dikembangkan BPS terangkum
dalam Gambar 2.

Perhitungan NTP merupakan agregasi dari nilai tukar penyusunnya. NTP
merupakan agregasi dari NTP sub sektor (yaitu sub sektor tanaman pangan, sub
sektor hortikultura, dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub
sektor perikanan). NTP sub sektor tanaman pangan disusun dari komponen NTP
padi dan NTP kelompok palawija disusun dari NTP komoditas palawija (jagung,

kedelai, dan sebagainya) dan seterusnya yang tersusun dalam Gambar 2.

Pandangan umum yang selama ini berlaku sebagaimana disampaikan BPS
adalah peningkatan NTP berarti peningkatan kesejahteraan, demikian

sebaliknya. BPS mendefinisikan dan memberi arti NTP sebagai berikut:

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih
besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan
petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat
kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani
sebelumnya.

2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas (break even). Kenaikan atau
penurunan harga produksi sama dengan presentase kenaikan/penurunan
harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak
mengalami perubahan.

3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Harga produksinya naik lebih
kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat

kesejahteraan petani sebelumnya.
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Gambar 2. Bagan Alur Pembentukan NTP
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2.3 Kebijakan Pembangunan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan kesejahteraan petani telah dan diyakini tetap menjadi
prioritas pembangunan pertanian mendatang, sejalan dengan arahan yang
tertuang dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional. Indikator
pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan tercermin dari peningktan
pendapatan petani, penurunan tingkat pengganguran di pedesaan, dan
perbaikan kualitas hidup petani. Langkah perbaikan kesejahteraan petani
dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan program bidang pertanian dan di luar

sektor pertanian terkait.

Kebijakan pertanian pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang
telah, sedang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan
pertanian, yaitu memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi
lebih  produktif dan efisien serta dapat meningkatkan tingkat

penghidupan/kesejahteraan petani meningkat.

Dengan didasarkan kepada konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan
petani, konsep NTP mengacu kepada kemampuan daya beli petani, yaitu
kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi kebutuhan
konsumsinya. Peningkatan kesejahteraan identik dengan peningkatan
pendapatan untuk memperbaiki/meningkatkan kebutuhan konsumsinya. Dengan
demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk

meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan konsumsi rumahtangga.

Banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pola konsumsi
rumahtangga petani. Dari sisi pendapatan, tingkat pendapatan petani dapat
dibagi dalam tiga kelompok, yaitu; (a) pendapatan dari usahatani (on-farm), (b)
pendapatan dari kegiatan bidang pertanian di luar usahatani (off-farm) seperti
sebagai buruh tani, buruh di bidang usaha pascapanen pertanian, dan (d)
pendapatan dari usaha di luar kegiatan pertanian seperti pegawai negeri, buruh

non farm, kegiatan dagang, jasa dan lain-lain.

Besarnya tingkat pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) dipengaruhi
oleh besarnya aset produksi pertanian (terutama pemilihan lahan usaha), jenis
komoditas yang diusahakan, produktivitas, dan harga produksi. Besarnya
pendapatan dari off-farm dipengaruhi oleh kesempatan/peluang berusaha dan

tingkat upah. Tingkat pendapatan non farm juga dipengaruhi oleh aset dan
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kemampuan untuk dapat akses terhadap layanan, iklim usaha, produktivitas

usaha dan harga produk yang dihasilkan.

Besarnya tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi struktur dan pola
konsumsi rumahtangga. Beberapa penelitian menunjukkan pada tingkat
pendapatan yang rendah, proporsi pengeluaran untuk pemenuhan makanan
relative lebih besar dan proporsi tersebut semakin menurun dengan
meningkatnya pendapatan rumahtangga. Pola konsumsi juga pada akhirnya
dipenggaruhi oleh harga-harga produk yang dibeli. Dengan demikian, banyak
berkaitan dengan pembentukan pendapatan dan konsumsi rumahtangga, seperti
kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; sistem distribusi dan
pemasaran hasil pertanian, pembentukan harga produksi, kebijakan subsidi dan
insentif, penyediaan infrastruktur, dan berbagai kebijakan di luar pertanian
dengan konsumsi rumah tangga. Salah satu upayanya dengan penerapan
subsidi yang dapat mengurangi tingkat pengeluaran rumahtangga, seperti
(Gambar 3).
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2.3.1 Peningkatan Produksi Pertanian

Pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi
yang dihasilkan oleh petani, sedangkan besarnya produksi dipengaruhi oleh
penguasaan lahan yang dikuasai dan produktivitas usahatani. Dalam kaitan
dengan lahan pertanian, data menunjukkan ketersediaan lahan pertanian per
kapita mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan
kecenderungan konversi lahan, terutama untuk lahan sawah. Ketersediaan lahan
yang sesuai untuk pertanian yang sangat terbatas perlu dilindungi. Kebijakan
untuk mencegah terjadinya kontroversi lahan pertanian ke non pertanian telah
banyak dibuat. Telah banyak ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan
pemerintah lain yang mengatur tentang pendayagunaan lahan dan peraturan
konversi lahan. Kebijakan terakhir adalah dengan diterbitkanya UU No. 41/2009
tentang perlindungan lahan pertanian lahan berkelanjutan. Secara umum
undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan
pertanian pangan dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian dan

mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, penyelenggaraan program
peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya
peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan
program pembangunan ekonomi yang maikin berkualitas, yaitu pembangunan
ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing,

serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi.

Peningkatan produktivitas dilakukan melaui kegiatan penelitian dan
pengembangan pertanian yang mampu menciptakan benih unggul, cara-cara

produksi yang dapat menghasilkan produk berkualitas.

2.3.2 Pemberian Dukungan Subsidi dan Insentif

Untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
terutama pangan, pemerintah memberi subsidi dan insentif dalam bentuk: (a)
subsidi sarana produksi (benih, pupuk, pestisida); (b) dukungan dan jaminan
harga jual produk dengan menetapkan harga dasar; (c) kredit bersubsidi; dan (d)

air irigasi bersubsidi.
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Subsidi harga sarana produksi diberikan untuk pupuk, benih, pestisida,
dan kredit. Pupuk merupakan input utama yang memperoleh subsidi paling
besar. Subsidi pupuk mulai diberlakukan sejak tahun 1971 dengan argumen
dasar adalah: (a) merangsang penggunaan pupuk sebagai bagian penerapan
teknologi pertanian dan peningkatan produksi, (b) menstabilkan harga ditingkat
petani, dan meningkatkan efisiensi transfer sumberdaya dari pemerintah ke
petani dalam rangka pembangunan pedesaan. Selain pupuk, subsidi diberikan
kepada penyediaan prasarana produksi seperti irigasi, penyuluhan, penelitian,
dan pengembangan. Selama 40 tahun pemberian subsidi terhadap pupuk telah
meningkatkan penggunaan pupuk di tingkat petani dan berperan besar dalam
peningkatan produksi pertanian. Subsidi-subsidi di muka menjadi beban bagi
pemerintah karena besaranya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kebijakan lain yang dinilai strategis adalah kebijakan harga (price
support). Sasaran kebijakan ini adalah: (a) melindungi produsen dari
kemerosotan harga pasar, yang umumnya terjadi pada musim panen, (b)
melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli yang
umumnya terjadi pada masa paceklik, (c) mengendalikan inflasi melalui stabilitasi
harga. Falsafah dasar kebijaksanaan harga tersebut mencakup komponen: (1)
menjaga agar harga dasar cukup tinggi untuk merangsang produksi, (2)
perlindungan harga batas teringgi yang menjamin harga yang layak bagi
konsumen, (3) perbedaan antara harga dasar dan harga batas tertinggi cukup
layak memberi keuntungan yang wajar bagi penyimpanan beras, dan (4)
hubungan harga yang wajar antara daerah maupun harga internasional (Amang,
1993).

2.3.3 Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan
harga komoditas di dalam negeri, mempertahankan daya saing produksi dalam
negeri, meningkatkan kesejahteraan petani produsen, melindungi konsumen dari
harga tinggi, dan menjaga kesimbangan neraca perdagang luar negeri
komoditas. Tujuan akhir dari kebijakan perdagangan diarahkan pada perbaikan
tata niaga dari petani sampai dengan konsumen akhir menjadi minimal dan

petani menerima harga yang maksimal.
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2.3.4 Penyediaan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur pertanian Indonesia sangat tidak memadai. Sarana
jalan usahatani tidak memadai untuk mendukung peningkatan/pengembangan
pertanian, anatara lain dalam hal adopsi teknologi, pemanfaatan mekanisasi dan
pemasaran secar efisien. Dalam aspek infrastruktur irigasi, jaringan irigasi yang
ada sudah tua dan kurang pemeliharaan, sehingga tingkat efisiensinya rendah.
Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi yang baru belum sepenuhnya
optimal karena beberapa kendala yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Sarana
dan prasarana bagi petani untuk akses terhadap pemasaran produk juga sangat
rendah, misalnya keberadaan cold storage untuk produk segar, gudang, tempat

pengolahan, dan lain masih terbatas.

Kurangnya infrastruktur pertanian sering menjadi kendala dalam
pengembangan agribisnis berbasis iptek mutakhir. Penerapan inovasi teknologi
sering terhambat karena tidak tersedianya infrastruktur pemasaran hasil.
Kebijakan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha
agribisnis yang sudah ada, tetapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha

baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

2.4 Relevansi NTP sebagai indikator kesejahteraan petani

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam setiap tahapan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sejalan dengan itu,
dalam rencana rencana jangka panjang pembangunan nasional peningkatan
kesejahteraan petani telah dan akan menjadi prioritas pembangunan nasional

dan sektor pertanian.

Saat ini NTP dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani. NTP
dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar
petani (HB). Kenaikan HT dengan laju yang lebih besar akan menghasilkan
kenaikan daya beli dan sebaliknya. HT sebagai indikator penerimaan petani
mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani (NTP) dan HB sebagai
indikator pengeluaran petani mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan
petani (NTP).

Indikator NTP yang dibangun BPS mempunyai unit analisa nasional dan

regional (provinsi). NTP nasional merupakan agregasi dari NTP regional dan sub
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sektor dan komoditas. Dengan demikian NTP dapat didisagregasi menjadi unit
NTP provinsi dan agregasi menurut sub sektor dan komoditas. Dengan demikian,
disamping dapat diketahui indikator kesejahteraan petani nasional juga dapat
diketahui dan diperbandingkan tingkat kesejahteraan petani antar regional
provinsi, perbandingan tingkat kesejehteraan antar sub sektor dan antar

komoditas.

Dari NTP juga dapat diturunkan NTP dari masing-masing komponen
seperti NT Padi terhadap pupuk, NTP sayuran terhadap sewa lahan, NTP
unggas terhadap upah, dan sebagainya. Disamping sebagai komponen
penyusun NTP, nilai tukar komponen penyusun NTP itu sendiri merupakan
parameter penting kebijakan pembangunan pertanian. Contohnya, Nilai Tukar
Padi terhadap Pupuk (NTPADI-PUPUK) yang didefinisikan sebagai rasio antara
harga padi terhadap harga pupuk, atau yang dikenal sebagai Rumus Tani

merupakan parameter yang digunakan dalam kebijaksanaan harga pangan.

Penurunan NTPADI-PUPUK berarti penurunan daya beli padi terhadap
pupuk. Setiap nilai tukar komponen NTP tersebut masing-masing dapat dipelajari
pembentukan dan perilakunya. Contoh lain NT Padi terhadap sandang yang
merupakan rasio antara harga padi terhadap harga sandang menggambarkan
perkembangan daya beli petani padi terhadap sandang. Dengan kemungkinan
dilakukan agregasi dan disagregasi NTP tersebut menjadi keunggulan dan

konsep pembentukan NTP.

Namun demikian penyusunan NTP yang dibangun oleh BPS sebagai
indikator kesejahteraan petani memiliki kelemahan. Pertama, dari sisi
cakupan/definisi “petani” belum sepenuhnya memasukkan seluruh sub sektor
dan komoditas pertanian. Definisi "petani" dalam NTP telah mencakup petani
tanaman pangan, petani hortikultura, petani pekebun, petani ternak, dan petani
ikan dan nelayan perikanan. Namun belum termasuk petani yang bergerak di
usaha kehutanan. Di masing-masing sub sektor, belum semua komoditas
tercakup dalam penghitungan NTP seperti: (a) belum memasukkan usaha
tanaman obat dan tanaman hias pada sub sektor hortikultura, dan (b) penyusun
sub sector perkebunan rakyat perlu lebih dirinci, misalnya dalam kelompok
komoditas tanaman tahunan dan tanaman semusim. Kedua, Penghitungan NTP

dinyatakan dalam bentuk indeks didasarkan kepada metoda indeks Laspeyers.
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Asumsi utama dari penghitungan indeks metoda Laspeyers adalah tidak
ada perubahan kuantitas dalam periode pengukuran. Kuantitas selalu tertimbang
pada awal titik pengamatan (Qo) dan perkembangan nilai indeks bertumpu pada
perubahan harga-harga, sehingga perhitungan NTP tidak mengakomodasikan
perkembangan produktivitas, sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan
kegiatan pembangunan, dan Ketiga, konsep NTP yang didasarkan kepada
Indeks Laspeyres sebagaimana yang dilakukan oleh BPS pada akhirnya
merumuskan NTP sebagai rasio harga antara yang diterima petani dan dibayar

petani.

Dengan didasarkan kepada indeks Laspeyres, perkembangan NTP
bertumpu pada perubahan harga-harga. Pada pasar komoditas pertanian yang
kompetitif, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan
harga terjadi karena adanya kekurangan pasokan dibanding permintaan.
Penurunan pasokan dapat terjadi karena penurunan produksi atau permintaan
naik lebih tinggi dibandingkan penawaran (produksi). Pada skala nasional atau
regional, kenaikan harga produk justru mengidentifikasikan
kekurangan/kelangkaan pasokan/produksi untuk mengimbangi permintaan dan

mendorong kenaikan inflasi.

Pada sisi lain, dengan struktur tataniaga produk pertanian yang terjadi
saat ini kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan
peningkatan pendapatan petani. Dengan demikian peningkatan harga produk
pertanian yang berakibat NTP naik tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi
yang diinginkan. Harga produksi yang meningkat tidak sepenuhnya
meningkatkan pendapatan petani, atau berarti kenaikan NTP belum sepenuhnya
berarti peningkatan pendapatan/kesejehteraan petani. BPS mendefinisikan
bahwa peningkatan NTP berarti peningkatan kesejahteraan. Definisi tersebut
benar pada asumsi bahwa produktivitas selalu tetap dan petani selalu menguasai
produksi, sehingga kenaikan produksi juga berarti kenaikan penerimaan

/pendapatan petani.

Nilai NTP akan meningkat apabila HT meningkat dengan laju lebih tinggi
dari peningkatan HB, atau HB tetap atau HB menurun. NTP juga akan meningkat
pada kondisi HT menurun, namun dengan laju lebih rendah dari penurunan HB.
Pada kondisi demikian maka penilaian NTP yang konstan lebih sesuai untuk

menggambarkan tingkat kestabilan kesejahteraan petani. NTP yang konstan
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berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat (atau menurun) sejalan

dengan perubahan harga yang dibayar petani secara proporsional.

Analisis BPS untuk penyusunan RPJMN 2015 — 2019 menunjukkan
bahwa konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani mengacu kepada
kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima
petani untuk dapat memenuhi memperbaiki kebutuhan konsumsi. Peningkatan
kesejahteraan identik dengan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/
meningkatkan  kebutuhan konsumsi. Dengan demikian  peningkatan
kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan

dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumahtangga.

Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar
terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk
meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumahtangga petani, dan Kedua,
kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumahtangga

petani.

Pendapatan rumahtangga petani dapat berasal dari kegiatan usaha di
bidang pertanian, yaitu kegiatan usahatani (on-farm) dan pendapatan kegiatan
pertanian di luar usahatani (off-farm) seperti usaha pascapanen, pengolahan
hasil pertanian, dan buruh tani secara luas; dan pendapatan rumahtangga dari
usaha di luar kegiatan pertanian (non-farm) seperti kegiatan dagang, kegiatan
industri non pertanian, jasa, pegawai, buruh non pertanian dan lain-lain.
Peningkatan pendapatan rumahtangga petani berkaitan dengan peningkatan

akses petani terhadap sumber pendapatan petani lebih beragam.

Kegiatan pembangunan yang berjalan telah meningkatkan pendapatan
rumahtangga petani. Hasil kajian pada rumahtangga berbasis agroekosistem
lahan sawah dan rumahtangga tanaman perkebunan menunjukan pendapatan
rumahtangga petani meningkat dan pendapatan dari usahatani (on-farm) masih
menunjukkan peran tersebar, namun dalam perkembangannya peran
pendapatan dari non pertanian menunjukkan proporsi yang semakin meningkat.
Peningkatan pendapatan dari non pertanian (non-farm) tersebut sejalan dengan
terbukanya peluang usaha di kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan
ekonomi yang telah berjalan. Terbukanya kesempatan kerja pada kegiatan non
pertanian merupakan tarikan bagi anggota rumahtangga pedesaan untuk bekerja

di kegiatan non pertanian.
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Hasil kajian juga menunjukkan, analisa usahatani beberapa komoditas
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan
menghasilkan keuntungan cukup memadai, sehingga usaha pertanian dinilai
layak sebagai sumber usaha dan pendapatan masyarakat. Permasalahannya
adalah skala usaha petani yang ditunjukkan oleh rata-rata penguasaan lahan
usaha relative sempit dan cenderung terus menyempit, sehingga tingkat
pendapatan usahatani tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

rumahtangga dan upaya meningkatkan perbaikan pola konsumsi.

Kondisi ini mendorong anggota rumahtangga untuk mencari sumber
pendapatan lain. Dengan demikian disamping adanya tarikan peluang kerja di
non pertanian, peningkatan kerja dan pendapatan rumahtangga dari non
pertanian juga disebabkan oleh dorongan dari dalam kegiatan usaha pertanian.
Dorongan keterbatasan kerja sebagai buruh yang cenderung musiman dan
adanya tarikan untuk bekerja di luar pertanian dengan fasilitas yang lebih baik

menyebabkan penurunan proporsi pendapatan sebagai buruh tani.

Dalam kaitannya dengan pendapatan usahatani sebagai sumber utama
rumahtangga petani, hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi
usahatani terutama disebabkan oleh faktor peningkatan harga jual hasil produksi
yang meningkat lebih tinggi dibanding peningkatan produktivitas. Peningkatan
harga jual produk petani (harga yang diterima petani) telah berperan dalam
peningkatan pendapatan dan tentunya nilai tukar petani (sesuai dengan definisi
NTP).

Pada bagian lain, peningkatan harga juga dapat mengindikasikan adanya
kelangkaan produksi. Dalam sistem produksi pertanian, kenyataan seringkali
menunjukkan bahwa kenaikan harga terjadi pada saat pasokan berkurang
dibanding permintaan. Pada skala nasional atau regional, kenaikan harga produk
justru mengindikasikan adanya kekurangan/kelangkaan pasokan/produksi untuk
mengimbangi permintaan. Kenaikan harga juga berkaitan dengan kenaikan
inflasi. Adanya trade-off antara pasokan/produksi dan harga di tingkat petani

serta inflasi.

Dari sisi petani, sedikit kelangkaan produksi/pasokan dapat peningkatan
harga jual yang menguntungkan petani dibandingkan keberhasilan produksi yang

menyebabkan harga anjlok dan merugikan petani. Dalam kaitan itu dituntut

24



adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur harga yang merangsang petani

berproduksi namun masih dalam batas wajar terhadap inflasi.

Temuan BPS juga mengindikasikan bahwa peran teknologi dalam
peningkatan produktivitas masih rendah. Dalam pandangan positif, ini berarti
masih adanya peluang besar peningkatan pendapatan petani melalui
peningkatan produktivitas usahatani. Peningkatan produktivitas usahatani
dilakukan melalui perbaikan cara-cara budidaya, penerapan teknologi produksi

dan teknologi pascapanen untuk menekan kehilangan hasil.

Kajian BPS juga menunjukkan peningkatan nilai produksi diikuti oleh
peningkatan biaya produksi dengan laju yang lebih besar, sehingga daya tukar
atau profitabilitas usaha komoditas pertanian cenderung menurun. Peningkatan
biaya produksi tersebut berkaitan dengan peningkatan yang besar dari nilai sewa
lahan, upah buruh tani, dan harga sarana produksi. Bagi kegiatan usahatani,
peningkatan nilai sewa lahan, upah buruh tani, dan harga sarana produksi
termasuk harga jual merupakan faktor yang berada di luar kendali petani, untuk
itu peningkatan produktivitas usahatani menjadi penting dalam menjaga

profitabilitas usaha pertanian.

Peningkatan produktivitas usahatani perlu didukung oleh peningkatan
akses terhadap teknologi, perolehan input produksi, modal kerja, dan pasar.
Dengan keterbatasan yang dialami oleh petani kecil, untuk meningkatkan akses
petani terhadap layanan usahatani tersebut perlu dukungan pemerintah dengan
pemberian subsidi input produksi (benih, pupuk, pestisida), kredit bersubsidi, dan

jaminan pasar dan harga jual produk yang dihasilkan.

Selama ini kebijakan subsidi input produksi telah dilakukan pemerintah
melalui pemberian bantuan dan subsidi harga benih, subsidi harga pupuk,
pestisida dan subsidi bunga kredit. Melalui mekanisme subsidi juga merupakan

media dalam transfer teknologi baru.

Kebijakan jaminan harga telah dilakukan pemerintah namun terbatas
kepada komoditas tertentu, yaitu beras dan gula, sementara untuk komoditas lain
masih ditentukan oleh mekanisme pasar. Kebijakan harga (price support) yang
dilakukan pemerintah terhadap beras dan gula ditujukan dalam rangka: (a)
melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar, yang umumnya terjadi pada
musim panen, (b) melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya

beli, yang umumnya terjadi pada musim paceklik, (c) mengendalikan inflasi
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melalui stabilitasi harga. Kondisi ini dinilai strategis dalam rangka pencapaian
solusi terbaik pembentukan harga bagi produsen, konsumen dan pembentukan
inflasi. Dengan keterbatasan pemerintah dan dengan banyaknya komoditas
pertanian yang perlu mendapat perhatian, maka langkah yang dapat ditempuh
adalah melalui pengembangan pola kemitraan petani-pengolah-eksportir dengan
mengembangkan sistem rantai pasok. Pengembangan kemitraan dan rantai
pasok ini dinilai strategis sebagai solusi memperbaiki mutu produk yang
dihasilkan petani, kepastian pasar dan harga yang diterima petani serta
memperbaiki system tataniaga (pemasaran) hasil pertanian yang tidak efisien.
Kondisi ini ditunjang dari hasil kajian yang menunjukkan marjin harga petani
dalam tata niaga hasil pertanian yang sangat rendah, yaitu antara 24,4-95,7
persen. Marjin harga petani relatif lebih baik terjadi pada komoditas tanaman

pangan dan peternakan dibandingkan komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dengan kondisi dasar skala usahatani (skala pemilikan) rumahtangga
petani skala kecil, maka pola usahatani petani perlu dilakukan melalui
pendekatan pengembangan usahatani terpadu dengan memaksimalkan
pemanfaatan lahan yang terbatas. Dengan pola usahatani terpadu akan
mengurangi resiko akibat kegagalan produksi dari suatu tanaman tertentu.
Pengembangan pola usahatani terpadu juga dinilai strategis sebagai langkah

antisipasi kondisi anomali iklim yang sulit diprediksi yang terjadi saat ini.

Dari uraian sebelumnya, masalah skala usaha dan pemilikan lahan
menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan petani. Skala usaha
dan pemilikan lahan petani cenderung semakin mengecil. Hal ini berkaitan
dengan ketersediaan lahan per individu petani. Penyediaan lahan untuk produksi
pertanian khususnya pertanian pangan menghadapi tekanan persaingan
penggunaannya dengan sektor lain sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan

penduduk.

Ketersediaan lahan pertanian perlu mendapat perhatian utama berkaitan
dengan penurunan luas lahan produktif akibat konversi lahan, degradasi
sumberdaya lahan, air dan lingkungan. Pada bagian lain pola pemilikan dan
penggarapan lahan mengarah kepada semakin besarnya tanah absentee,

semakin meningkatnya petani gurem dan petani penggarap.

Aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan peningkatan

pendapatan petani adalah penyediaan infrastruktur. Infrastruktur seperti sarana
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jalan, pengairan dan drainase, listrik, farm road, dan telekomunikasi merupakan
prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan agribisnis.
Keterbatasan infrastruktur pertanian sering menjadi kendala bagi pengembangan
agribisnis.

Penerapan inovasi teknologi sering terhambat karena tidak tersedianya
infrastruktur penyediaan input produksi, jaringan informasi atau infrastruktur
pemasaran hasil. Kebijakan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk
mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tetapi juga merangsang
tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan

usaha agribisnis.
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[ll. METODOLOGI

3.1 Lingkup Pelaksanaan

Kegiatan pengukuran NTP di Kabupaten Lumajang merupakan kegiatan
strategis untuk memotrek kinerja petani/peternak/pembudidaya ikan yang ada di
Kabupaten Lumajang. Sehingga, lingkup pengukuran ini meliputi petani di
subsector pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan,
peternakan, dan perikanan. Sebagaimana formula dalam menghitung NTP, maka
survey dilakukan pada masing-masing subsektor untuk mendapatkan indeks

harga diterima dan indek harga dibayarkan petani/peternak/pembudidaya ikan.

3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengukuran NTP dilakukan di tahun 2019 dengan
survey dilakukan pada daerah sentra komoditas tanaman pangan, sentra
hortikultura, sentra perkebunan, sentra peternakan, dan sentra perikanan di

Kabupaten Lumajang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan lingkup analisa di atas maka penelitian ini akan
menggunakan data hasil survey lapang dan juga membutuhkan data sekunder
untuk melengkapi data-data lain dibutuhkan. Data utama berasal dari kumpulan
data dasar pembentukan niai tukar petani yang berasal dari survey terstruktur
dengan menggunakan kuisioner. Data penunjang yang relevan bersumber dari

Badan Pusat Statistik (BPS), serta dari berbagai sumber.

3.4 Metode Penentuan Sampel

Responden pada masing-masing subsector ditentukan secara purposive
sebagai sentra masing-masing komoditas subsector di Kabupaten Lumajang.
Petani yang menjadi responden adalah petani yang kegiatan usahataninya
memenuhi BMU atau batas minimal usaha sehingga tidak setiap petani dapat

menjadi responden.
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Total responden yang digunakan sebanyak 106 orang, yang meliputi

petani tanaman pangan (jagung dan padi), tanaman hortikultura (alpukat, cabai

merah, kacang panjang dan mentimun), tanaman perkebunan (tembakau dan

tebu), peternakan (ayam petelur, kambing perah, kambing potong dan sapi

perah), serta perikanan tangkap dan perikanan air tawar (gurame dan lele).

Berikut hasil perhitungan dalam penentuan sampel.

Tabel 1. Distribusi sampel penelitian NTP Kabupaten Lumajang

Sub-Sektor Jumlah Responden
1. Tanaman Pangan 28
2. Hortikultura 19
3. Perkebunan 10
4. Peternakan 23
5. Perikanan 26
Total 106

Tabel 2. Penentuan Responden Perhitungan Nilai Tukar Petani di Kabupaten

Lumajang berdasarkan masing-masing Komoditas

Jenis Komoditas

Batas Minimum Usaha (BMU)

PADI
Padi Sawah 1.700 m?
Padi Ladang (Gogo) 1.700 m?
PALAWIJA
Jagung 1.500 m?
HORTIKULTURA
Alpukat 25 pohon
Bawang Merah 140 m?
Cabai Merah Besar 200 m?
Mentimun 100 m?
PERKEBUNAN
Tebu 650 m?
Tembakau 10.000 m?
PETERNAKAN
Sapi Potong 10 ekor
Sapi Perah 20 ekor
Kambing / Domba 50 ekor
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Jenis Komoditas Batas Minimum Usaha (BMU)

Ayam Pedaging 300 ekor

Ayam Petelur 500ekor

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang dibangun diarahkan untuk dapat memecahkan
masalah yang dianalisa sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian alat analisa
yang digunakan disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Secara garis besar

metode analisa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Nilai Tukar Petani

Analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
dalam kajian ini. Analisis data untuk melihat keberhasilan pembangunan
pertanian di Kabupaten Lumajang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP).
Perhitungan NTP menggunakan indeks Laspeyers modifikasi seperti dalam

persamaan berikut:

IT,
NTP = ﬁ
Keterangan :
NTP = Nilai Tukar Petani
IT, = Indeks yang diterima petani tahun ke-n
IB, = Indeks yang dibayar petani tahun ke-n

Sedangkan penghitungan IT,, dan IB,, berdasarkan Indeks Modified Laspeyres

sebagai berikut:

Pni
{21 . _P(n—l)i * Qoi
IT. = Py x 100
" Zin=11 Poi * Qoi
P .
E1 P ml)_ P(n—1)i * Qoj
IB.. = L x 100
" 2{21 Poi * Qoj
Dimana:
ITh . Indeks Terima Petani tahun ke-n
IBn . Indeks Dibayarkan Petani tahun ke-n
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Phi : Harga komoditi/barang i pada tahun ke-n (Rp/unit)

P -1y : Harga komaoditi/barang i pada tahun sebelumnya (n-1) (Rp/unit)
Qoi . Kuantitas komoditi/barang i pada tahun dasar (unit))

Poi : Harga komoditi/barang i pada tahun dasar (Rp/unit)

Data yang digunakan seluruhnya dalam bentuk indeks dengan

menggunakan tahun dasar 2012. Pengertian indeks dengan tahun dasar 2012

adalah bahwa nilai rataan masing masing peubah (harga komoditi yang dijual

dan harga barang yang dibeli) di tahun 2012 ditetapkan bernilai 100.

3.5.2 Konsep dan Definisi

a.

Petani adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, atas resiko
sendiri dengan tujuan untuk dijual. Petani yang termasuk dalam cakupan
penghitungan NTP adalah petani penggarap baik sebagai petani pemilik,
penyewa atau bagi hasil, tidak termasuk buruh tani.

Harga Produsen adalah harga produksi dari petani sebelum memasukkan
biaya pengepakan dan transportasi ke dalam harga penjualannya atau
dengan kata lain harga di ladang atau sawah setelah pemetikan (farm gate).
Harga yang dicakup adalah harga transaksi dengan sistim penjualan umum
atau tebasan, sedangkan penjualan dengan sistim ijon tidak dicatat karena
tidak mewakili harga yang sebenarnya.

Harga Konsumen Perdesaan adalah harga transaksi yang terjadi antara
penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen langsung) dengan
satuan eceran, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan
dikonversikan ke satuan standar.

Nilai Konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumahtangga
untuk memperoleh suatu komoditi untuk dikonsumsi. Nilai konsumsi suatu
komoditi merupakan perkalian harga komodit dengan kuantitas (banyaknya)
yang dikonsumsi pada periode dasar. Dalam penghitungan Indeks ada 2
jenis nilai konsumsi, yang pertama adalah nilai konsumsi dasar (PoQo) yang
diperoleh dari hasil Survei Nilai Tukar Petani, yaitu rata-rata nilai
pengeluaran rumahtangga sebulan untuk setiap jenis barang/jasa yang

dikonsumsi, yang kedua adalah nilai konsumsi pada bulan berjalan (PnQo)
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yang diperoleh dengan jalan mengalikan harga bulan berjalan dengan
kuantitas konsumsi pada tahun dasar. Di dalam penghitungannya dilakukan
secara bertahap dengan jalan menggunakan relatif harga (RH).

Relatif Harga (RH) adalah rasio perbandingan harga suatu komoditi pada
suatu periode waktu tertentu terhadap harga pada periode waktu
sebelumnya. Data harga per komoditi diperoleh dari pemantauan harga
konsumen perdesaan dan harga produsen

Paket Komoditi adalah jenis barang/jasa yang dipantau harganya untuk
penghitungan NTP. Hasil Survei Nilai Tukar Petani dibedakan menjadi 2
(dua) kelompok komoditi, yaitu:

1. Kelompok komoditi yang digunakan untuk menghitung indeks
harga yang dibayar petani (Ib), terdiri dari 2 (dua) sub
kelompok, yaitu: a. Konsumsi rumah tangga, b. Biaya produksi dan
pembentukan barang modal

2. Kelompok komoditi yang digunakan untuk menghitung indeks harga
yang diterima petani (It), terdiri dari 5 (lima) sub kelompok, yaitu: (a)
Tanaman Bahan Makanan, (b) Tanaman hortikultura, (c) Tanaman
Perkebunan Rakyat, (d) Peternakan, dan (e) Perikanan

Diagram Timbangan adalah diagram yang menunjukkan persentase nilai
konsumsi/produksi  komoditi  terhadap total pengeluaran/produksi
rumahtangga petani. Diagram timbangan tersebut juga mencerminkan pola
konsumsi rumahtangga petani dan pola produksi (potensi usaha tani) di
suatu daerah.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dinyatakan dalam
persentase. Secara konsepsional NTP pengukur kemampuan tukar produk
pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi
oleh rumahtangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk
pertanian.

Indeks Harga yang diterima petani (It) dapat digunakan untuk melihat
fluktuasi harga komoditi pertanian yang dihasilkan petani. Indeks ini juga
digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor

pertanian.
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j- Indeks yang dibayar petani (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi
harga komoditi/jasa yang dikonsumsi oleh petani serta fluktuasi harga

barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
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IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

4.1 Demografi

Kabupaten Lumajang terletak di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa
Timur. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km2 , terbagi menjadi
21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah
utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan

Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112° -53' - 113° -23' Bujur
Timur dan 7°-54' -8°-23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang
berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan
sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar
antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C — 23°C. Di
kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000

meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5°C.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor
pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi
secara optimal. Sektor Pertanian yang menjadi andalan adalah padi (Kabupaten
Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur)
dan produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana.
Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor
perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan
ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan
untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

4.2 Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan : 0-15% (65%
luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim,
15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian
tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik
untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunankan
prinsip konversasi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang

multak harus dihutankan sebagai pelindung sumberdaya alam.
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Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi
hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industri air
minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten
ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti
Ranu Klaka dan Ranu Pakis. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari
Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bisa diandalakan

untuk industri pariwisata.

Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan
gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini merupakan potensi andalan
Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang
dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi

salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

4.3 Struktur dan Performance Ekonomi Lumajang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi)
menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai
tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2
pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi
data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan
usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha
merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu
diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan
dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah

tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari
seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan
Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa
Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waijib;

Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
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Gambar 4. Distribusi PDRB Kabupaten Lumajang menurut lapangan usaha
(persen)

Kabupaten Lumajang sebagaimana disebutkan sebelumnya menunjukkan
proporsi besar dari PDRB-nya adalah dari sector pertanian. Proporsi sector
pertanian adalah 35.58 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industry
pengolahan, yaitu seebsar 20.26 persen. Proporsi besar lainnya adalam struktur
PDRB Kabupaten Lumajang adalah Sektor Perdagangan, yaitu sebesar 13.93

persen.

Namun demikian jika dilihat dari pertumbuhan sektoralnya diketahui bahwa
sektor pertanian yang memiliki proporsi besar justru mengalami pelambatan
pertumbuhan bahkan ada trend yang semakin menurun. Di sisi lain, sektor
industri pengolahan dan juga konstruksi menunjukkan pola yang cenderung
meningkat. Pola pertumbuhan struktur ekonomi yang berfluktuasi ini memberikan
arti bahwa dinamika struktur ekonomi di Kabupaten Lumajang relatif tinggi dan
cenderung bergeser dari sektor pertanian primer menuju industri pengolahan.
Pola ini juga terjadi di Provinsi Jawa timur. Selengkapnya dapat dilihat dari

gambar grafik berikut ini.
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Gambar 5. Persen Pertumbuhan sektoral di Kabupaten Lumajang
Sumber: BPS Kabupaten Lumajang

Jika dilihat dari indek daya beli, Kabupaten Lumajang termasuk dalam
ranking 24 dari 29 Kabupaten di Jawa Timur. Indek daya beli Kabupaten
Luamajang pada tahun 2016 adalah 0.64. Indek daya beli tingkat Kabupaten
yang tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 0.79; kemudian disusul
Kabupaten Gresik sebesar 0.76. Di tingkat kota, indek daya beli yang tertinggi
adalah Kota Surabaya (0.85) dan Kota Malang (0.84).
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Gambar 6. Tingkat daya beli beberapa kabupaten di Jawa Timur
Sumber: BPS Jawa Timur
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4.4 Produksi pertanian di Kabupaten Luamajang

4.4.1 Tanaman Pangan

Trend produksi padi sebagai makanan pokok utama di Kabupaten
Luamajang menunjukkan tingkat yang semakin meningkat. Jika pada tahun 2004
kapasitas produksi padi hanya 3.5 juta ton, maka pada tahun 2017 sudah

meningkat menjadi 4.85 juta ton. Berikut adalah table rinciannya.

Tabel 3. Keragaan Tanaman padi di Kabupaten Lumajang

Tahun | -UAS AREAL | PRODUKSI | PROVITAS
(Ha.) (Kw) (Kw/Ha)
2017 78.744 | 4.853.264 51.63
2016 80.542 | 5.087.171 53,16
2015 74120 | 4.661.214 52,89
2014 70.229 | 4.393.795 62,56
2013 70.375 | 4.377.565 52,20
2012 73.024 | 4.432.155 50,69
2011 68.709 | 4.136.645 50,21
2010 70.712 | 4.289.694 50,66
2009 68.903 | 4.250.112 51,68
2008 67.354 | 3.831.297 56,88
2007 62.922 | 3.426.844 54,46
2006 67.411 | 3.661.519 54,32
2005 65.732 | 3.569.963 54,31
2004 65.319 | 3.532.296 54,08

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang

Selain padi ada beberapa komoditas yang lain diusahakan oleh petani
tanaman pangan di kabupaten Lumajang baik di areal irigasi maupun yang non —
irigasi. Pada lahan beririgasi, petani banyak mengusahakan tanaman padi,
bahkan sampai luas panen 78.74 ribu hektar. Disusul kemudian dengan tanaman
jagung seluas 15.4 ribu hektar. Sedangkan, pada wilayah yang non-irigasi maka
petani banyak menggunakan lahan tersebut untuk produksi jagung. Secara rinci

dari komoditas pangan dan luas arealnya dapat disajikan sebagai berikut.
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Tabel 4. Keragaan tanaman pangan di kabupaten Lumajang

Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Bahan Pangan (irigasi)

Tahun 2017

Jenis Tanaman/ Luas Panen/ Produksi/ Rata-rata

(Ha) (Kw) (Kwi/Ha)
1|Padi/Faddy 78.744 4.853.264 61,63
2|Jagung/Maize 16.453 944 .796 61,14
3|Ubi Kayu/Cassava 13 1.914 147,23
4|Ubi Jalar/Sweet Potatoes 280 69.460 248,07
5|Kacang Tanah/Peanuts 172 2.380 13,83
6 |Kedelai/Soyabeans 392 7.071 18,04
7|Kacang Hijau/Mungbeans - - -

8|Sorgum/Sorgum - - -
Jumlah 95.054 5.878.885 61,85

Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Bahan Pangan (Non Irigasi)
Tahun 2017
Jenis Tanaman/ Luas Panen/ Produksi/ Rata-rata
Kinds of Vegetable Harvest Area Production Rate
(Ha) (Kw) (Kw/Ha)

1|Padi/Paddy 3.366 133.635 39,70
2|Jagung/Maize 11.577 494 586 42,72
3|Ubi Kayu/Cassava 1.091 255.582 234,26
4|Ubi Jalar/Sweef Potafoes 263 58.255 221,50
5|Kacang Tanah/Peanuts 1.054 13.823 13,11
6 |Kedelai/Soyabeans 9 162 18,00
7|Kacang Hijau/Mungbeans 1 11 11,00

8|Sorgum/Sorgum - -
5 17.361 956.055 55,07

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang

4.4.2 Produksi Hortikultura

Tanaman hortikultura yang relative banyak diusahakan oleh petani di
Kabupaten Lumajang adalah komoditas bawang daun dan komoditas cabai rawit.
Kedua komoditas tersebut masing-masing memiliki luas panen sebesar 1,267
hektar dan 1,136 hektar. Selain itu, semangka dan cabai besar juga masuk
dalam group yang skala besar, yaitu masing-masing memiliki luas panen sebesar
892 hektar dan 668 hektar. Selengkapnya produksi dan produktifitas komoditas
hortikultura diusahakan di kabupaten Luamajang dapat disajikan dalam table

berikut ini.
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Tabel 5. Keragaan tanaman hortikultura di Kabupaten Luamajang, 2017

No Jenis Tanaman/ Luas Panen/ Produksi/ Rata-rata
(Ha) (Kw) {Kw/Ha)

1 | Bawang Merah 4 104 26
2 | Bawang Putih - -

3 | Bawang Daun 1.267 159.580 126
4 | Kentang 710 81571 129
5 | Kobis 463 122.096 264
B | Kembang Kol 2 B4 42
7 | Pitsae/Sawi 324 55.326 171
8 | Wortel 197 37.200 189
9 | Lobak - -

10 | Kacang Merah - -

11 | Kacang Panjang 404 71533 177
12 | Cabe Besar 668 85.102 127
13 | Cabe Rawit 1.136 181.437 160
14 | Jamur - -

15 | Tomat 315 61.234 194
16 | Terong 302 39714 132
17 | Buncis o6 B.885 93
18 | Ketimun 261 33557 129
19 | Labu siem - -

20 | Kangkung 44 3.621 82
21 | Bayam 39 2050 53
22 | Melon 48 8.625 180
23 | Semangka 892 114 456 128
24 | Blewah - -

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang

Kelompok komoditas lain dalam komoditas hortikultura diusahakan oleh

petani di Luamajang adalah sebagai berikut. Komoditas pisang, mangga,

papaya, dan rambutan adalah 3 komoditi yang relative bear di Kabupaten

Lumajang.
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Tabel 6. Komoditas buah-buahan di Kabupaten Lumajang

Pop. Tan. Produktif Produksil Rata-rata
No Jenis Tanaman (Hal Kuintal {KuHa)
1 | Alpukad 354,590 37.095 104,61
2 | Belimhing 26,427 6.824 258,22
3 | Duku/Langsat 15,300 1.049 68,56
4 | Durian 229,950 19.068 82,92
5 | Jambu Biji 37,303 3.190 85,51
6 | Jambu Air 25,880 659 2548
7 | Jeruk Siam 473 588 221.409 467,51
B | Mangga 1.249 530 94.956 75,99
§ | Manggis 88,090 B.703 98,80
10 | Mangka 473,630 35.290 74,51
11 | Manas 0,004 2 476,19
12 | Pepaya 1.011,406 330.246 326,52
13 | Pisang 5.504 316 1.192.627 216,67
14 | Rambutan 1.195,670 B5.637 71,62
15 | Salak 752,970 240.499 319,40
16 | Sawo 9,240 322 34,85
17 | Sirsak 29,780 4.108 138,06
18 | Sukun 40,860 976 23,89
19 | Melinjo 3,306 276 83,49
20 | Petai 395,510 20.939 52,94
21 | Anggur 0,580 290 500,00
22 | Jenuk Bali 0,710 137 192,61
23 | Markisa - - -
24 | Apel - - -
25 | Buah Naga 33,500 14.730 439,701
Jumiah 11.919 2.304.302 193,34

‘Swmber Data : Dinas Perdanian Kabupaten Lumajang

4.4.3 Produksi perkebunan

Penggunaan areal perkebunan terbesar di Kabupaten Lumajang pada

tahun 2018 ialah tebu giling seluas 13.293 Ha dengan hasil produksi sebesar

1.077.800 ton. Diikuti oleh luas areal perkebunan kelapa 8.105 Ha dengan

produksi sebesar 8.247 ton. Selain itu juga ada produksi Kakao, Pinang, cabai

jamu, dan juga tembakau. Kecamatan Candipuro, Pasirian, dan Tempeh memiliki

potensi besar di Tembakau. Sedangkan komoditas pinang tersebar di seluruh

kecamatan di Kabupaten Lumajang.
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4.4.4 Produksi peternakan

Jumlah populasi sapi potong pada tahun 2018 sebanyak 142.681 ekor.
Sapi perah 5.975 ekor, kerbau 5.312 ekor, kambing 111.657 ekor, domba 49.616
ekor, dan kuda 1.166 ekor. Sedangkan populasi unggas untuk Ayam Buras
sebesar 1.754.937 ekor, ayam petelur 836.380, ayam pedaging 12.421.375 ekor,
itik 3117.492 ekor, dan itk manila 21.870 ekor. Populasi ayam pedaging
terbanyak terdapat di kecamatan senduro, yaitu sejumlah 4.068.000 ekor. Ayam
pedaging adalah komoditas ternak yang memiliki populasi terbanyak di

Kabupaten Lumajang. Berikut adalah grafik rinciannya.
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Gambar 7. Keragaan populasi ternak di kabupaten Lumajang

4.4.5 Produksi Perikanan

Sektor Perikanan di Kabupaten Lumajang saat ini merupakan sektor
pertumbuhan baru yang masih cukup besar, hal ini dapat dilihat dari
ketersediaan sumberdaya air, lahan/tanah yang luas serta adanya permintaan
pasar terhadap komoditas perikanan baik pasar lokal maupun ekspor. Sehingga
sektor perikanan akan lebih berperan dalam menunjang keberhasilan

pembangunan terutama di Kabupaten Lumajang.
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Peluang agribisnis sektor perikanan saat ini tersedia cukup besar dilihat
dari ketersediaan sumberdaya dan peluang pasar dalam negeri maupun pasar
luar negeri yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar.
Selain itu untuk menghadapai Program Peningkatan Ekspor Perikanan, maka
sektor perikanan telah menyiapkan program-program untuk pengemba-ngan

wilayah kelautan dan pesisir pantai.

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Lumajang berupa kekayaan alam
baik darat maupun laut serta dari sudut geografis daerah Kabupaten Lumajang
cukup menguntungkan karena keadaan iklim dan letaknya yang memungkinkan
terciptanya kedudukan, peranan dan hubungan yang baik dan strategis dengan
daerah-daerah lain. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di
Jawa Timur yang potensi Perikanannya cukup besar untuk dikembangkan.
Sektor perikanan di Kabupaten Lumajang menjadi sumber pertumbuhan baru
yang sangat strategis untuk dikembangkan, guna menghasilkan Pendapatan Asli
Daerah bagi Kabupaten Lumajang. Sejalan dengan kebijaksanaan
pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, maka Kabupaten Lumajang
merupakan daerah yang dapat memprioritaskan pembangunan daerahnya pada
sektor ini. Pentingnya mengembangkan Sektor Perikanan di Kabupaten
Lumajang mengingat Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumberdaya

perikanan yang cukup besar dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pesisir Kabupaten Lumajang panjang pantainya 75 Km yang membentang
mulai dari Kecamatan Yosowilangun sampai dengan Kecamatan Tempursari
yang terdapat di 12 desa pantai memiliki sumber-daya perikanan cukup besar.
Komoditas ikan yang dihasilkan diantaranya adalah tongkol, layur, layang,
kembung, tenggiri, teri, kerapu, kakap, cucut / hiu, udang barong / lobster, udang

windu, udang putih dll.

Kabupaten Lamajang juga memiliki banyak potensi sumberdaya perairan
air tawar ( danau / ranu, rawa, sungai, mata air dan dam / saluran irigasi teknis ),
dimana sumberdaya perairan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk
budidaya perikanan baik secara intensif maupun semi intensif dan
pengelolaannya dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh badan usaha.
Komoditas yang dihasilkan misalnya ikan nila, udang galah, gurami, lele, bawal

tawar, patin, tombro, katak dan ikan hias.
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Dari potensi sumberdaya perairan maupun perikanan yang ada di
Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, secara umum sudah
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan usaha perikanan meskipun
pemanfaatan tersebut apabila dibandingkan dengan potensi yang ada masih
relatif kecil selain itu juga masih terbatas pada usaha budidaya untuk
kolamkolam pembesaran ikan dengan teknologi yang masih terbatas dan
tradisional. Dengan demikian peluang agribisnis sektor perikanan di Kabupaten
Lumajang masih tersedia cukup besar untuk dapat menarik investor agar dapat
menanamkan modalnya di sektor perikanan terutama untuk usaha budidaya dan
pembenihan benih ikan/udang skala intensif dan padat modal yang
menggunakan teknologi modern. Selain itu peluang investasi di Sektor Perikanan
ini masih terbuka bagi investor dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan

pemasaran.
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perhitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Lumajang

Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai rasio antara harga yang
diterima petani (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB). HT dan HB
merupakan harga tertimbang dari harga-harga pembentuknya (harga komoditas
dan harga barang konsumsi dan sarana produksi) dengan pembobot besarnya
nilai produksi yang dijual dan nilai yang dibeli petani.

Dengan demikian pembentukan NTP merupakan mekanisme yang
kompleks berkaitan dengan aspek pendapatan petani dan aspek pengeluaran
(konsumsi) petani. Adanya keragaman setiap daerah dalam hal sumberdaya dan
produksi pertanian, komoditas yang dihasilkan dan teknologi, serta keragaman
dalam pola konsumsi menyebabkan keragaman pembentukan harga-harga dan

keragaman NTP. Dengan kata lain, NTP merupakan mekanisme yang kompleks.

Perilaku perubahan harga-harga (terima maupun bayar) lebih dominan
dampaknya terhadap perubahan NTP. Sementara kebijakan yang berpengaruh
besar terhadap tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh kebijakan makro
(nasional), seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak, TDL (tarif dasar
listrik) dan sebagainya. Adanya keragaman setiap wilayah (desa/kecamatan)
seperti dalam sumberdaya pertanian, komoditas yang dihasilkan, tingkat
penerapan teknologi dan perilaku konsumsi, akan menyebabkan keragaman
pembentukan harga-harga dan NTP antar daerah. Untuk itu, perilaku NTP dapat

dianalisis berdasarkan unsur-unsuk pembentuknya.

5.1.1 Indeks Diterima Petani (IT) Kabupaten Lumajang

Indeks harga yang diterima petani menunjukkan perkembangan harga
produsen dari hasil produksi petani. Produksi yang dihasilkan petani dapat
dibedakan menurut jenisnya, yaitu:

a. Produksi primer yaitu produksi yang memiliki nilai dan atau kuantitas paling
dominan di antara produk-produk yang dihasilkan.

b. Produksi ikutan yaitu produk yang secara otomatis terbentuk pada saat
menghasilkan produk primer. Teknologi yang digunakan untuk

menghasilkan produk ikutan dan primer merupakan teknologi tunggal.

45



c. Produk sampingan yaitu produk yang dihasilkan sejalan dengan produk
primer tetapi menggunakan teknologi yang berbeda. Produk sampingan
pada umumnya dihasilkan dalam rangka mendukung kegiatan untuk
menghasilkan produk primer.

Berdasarkan komponen pembentuk NTP, indeks harga yang diterima
petani merupakan nilai yang diterima petani dari hasil produksi berbagai
komoditas pertanian. Dalam terminologi usahatani merupakan penerimaan petani
dari hasil usahataninya dalam bentuk indek harga. Indeks harga yang diterima
petani berdasarkan komoditas yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam
beberapa kelompok menurut subsektor pertanian yaitu: tanaman pangan (jagung
dan padi), tanaman hortikultura (alpukat, cabai merah, kacang panjang dan
mentimun), tanaman perkebunan (tebu dan tenbakau), peternakan (ayam
petelur, kambing perah, kambing potong dan sapi perah), serta perikanan
tangkap dan perikanan air tawar (gurame dan lele). Indeks harga yang diterima
petani Kabupaten Lumajang menurut komoditas pertanian disajikan secara
lengkap pada tabel berikut. Indeks harga yang diterima petani Kabupaten
Lumajang menurut komoditas pertanian disajikan secara lengkap pada tabel 9
berikut:
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Tabel 7.

Rata-rata Penerimaan Usahatani Petani Kabupaten Lumajang

menurut Komoditas Tahun 2019 (2012 = 100)

Produksi Harga Pengeluaran (Rp/Tahun)
Rata- Rata- ; Pendapatan
Sub Sektor | Komoditas rata rata | Rata-rata ?Sn?;:;iﬁ? . Non Usahatani
Luas Per (kg, unit) p Usahatani Pangan Pangan Total (Rp/Tahun)
Lahan Petani
Tanaman Padi 9.921 3.521 4900 | 50.065.192 | 15.676.868 | 20.806.400 | 22.544.408 | 59.027.676 | 34.388.324
Pangan Jagung 5.186 3.392 2.817 | 27.852.711 | 11.331.567 | 18.000.111 | 13.473.167 | 42.804.844 | 16.521.144
Alpukat 25 200 18.000 3.600.000 80.000 | 13.962.000 | 3.103.000 | 17.145.000 3.520.000
Cabai 2.300 4.157 9.000 | 72.229.714 | 16.296.247 | 20.232.829 | 17.658.435 | 54.187.511 | 55.933.467
Tanaman Merah
Hortikultura Kacang 1.760 2.397 3.100 | 29.142.938 | 10.060.350 | 19.562.160 | 7.805.400 | 36.150.440 | 16.493.470
Panjang
Mentimun 2.500 2.197 3.167 | 26.430.517 6.320.917 | 13.413.400 | 7.154.683 | 26.889.000 | 20.109.600
Sapi Perah 10 10 5.700 | 231.464.750 | 171.561.167 | 17.636.767 | 22.448.033 | 211.645.967 | 59.903.583
Kambing 28 34 17.429 | 219.052.143 | 117.002.321 | 27.305.571 | 25.151.871 | 169.459.764 | 102.049.821
Perah
Peternakan Kambing 9 9 | 2.000.000 | 19.850.000 1.981.500 | 19.488.560 | 9.992.600 | 31.462.660 | 17.868.500
Potong
Ayam 1.194 60 20.200 | 439.460.000 | 327.380.050 | 24.132.160 | 20.238.760 | 371.750.970 | 112.079.950
Petelur
Perikanan - - - | 42.420.357 | 12.936.857 | 18.424.343 | 11.783.857 | 43.145.057 | 29.483.500
Ikan Laut
Tangkap
_ _ 7| 34.560 25.040 | 175.360.000 | 88.035.400 | 21.643.960 | 16.250.300 | 125.929.660 | 87.324.600
Perikanan Air | Gurame
Tawar Lele 8| 34.269 15.500 | 80.055.000 | 36.887.625 | 17.251.650 | 14.747.500 | 68.886.775 | 43.167.375
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Berdasarkan Tabel 7 diatas menunjukkan hasil produksi yang didapatkan
dari setiap petani pada masing-masing komoditas. Dari penerimaan, data
tersebut menunjukkan bahwa petani yang memperoleh penerimaan tertinggi
berasal dari ayam petelur. Hal ini dikarenakan komoditas ayam petelur
mempunyai nilai penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas
lainnya yang disebabkan oleh ayam petelur dapat memperoleh hasil setiap hari
dari hasil telur nya sehingga perputaran uangnya lebih tinggi. Sedangkan bila
ditinjau dari sektor pertanian diantara petani hortikutura yang memperoleh
penerimaan tertinggi berasal dari komoditas cabai merah dengan penerimaan
sebesar Rp 72.229.714,-/tahun.

Data penerimaan usahatani tersebut akan digunakan untuk menghitung
Indeks Harga Diterima (IT) seluruh petani (responden) tiap komoditas, dengan

rumus yang telah dibahas pada Bab II:

Phi
Yizq P _1)i * Qo;

In= — 012 x 100
2it1Poi * Qo;
Dimana: In = Indeks harga tahunan tahun ke n (IT dan IB),
Phi = Harga tahunan ke-n untuk jenis barang ke i,
P (-1 = Harga tahunan ke (n-1) untuk jenis barang ke i,

Pn/Pn-ni = Relatif harga tahun ke n untuk jenis barang ke i,

Poi = Harga dasar tahun dasar untuk jenis barang ke i,

Qoi = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke i,

M = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket
komoditas

Sehingga diperoleh IT untuk tiap komoditas yang diteliti sebagai berikut.
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Tabel 8. Indeks Harga yang Diterima Petani Kabupaten Lumajang Menurut
Komoditas Pertanian Tahun 2019 (2012 = 100)

No. Subsektor Indeks Diterima (IT)

1 Tanaman Pangan 167,85
2 Tanaman Hortikultura 145,14
3 Tanaman Perkebunan 134,74
4 Peternakan 150,25
5 Perikanan Tangkap 169,53
6 Perikanan Budidaya 146,02

Rata-rata IT 152,26

Sumber: Data Primer 2019, diolah

Rata-rata indeks harga yang diterima petani (IT) di Lumajang pada tahun
2019 sebesar 152,26 Berdasarkan tabel diatas indeks harga yang diterima paling
besar berasal dari sub sektor perikanan tangkap yaitu sebesar 169,53 dan diikuti
oleh sub sektor tanaman pangan sebesar 167,85. Sedangkan nilai IT yang paling
rendah di tunjukkan oleh petani di sub sektor tanaman perkebunan dengan nilai
sebesar 134,74.

5.1.2 Indeks Dibayarkan Petani (IB) Kabupaten Lumajang

Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya
konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan
penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani.
Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang
dibayar petani.

Harga yang dibayar petani dibedakan menjadi dua kelompok barang,
yaitu harga bayar untuk konsumsi rumah tangga dan harga bayar untuk input
produksi dan barang modal. Berdasarkan data pada Tabel 9, indeks harga
konsumsi rumah tangga maupun konsumsi usahatani cenderung meningkat dari
tahun ke tahun. Komponen produk konsumsi rumah tangga yang memiliki indeks
yang dibayarkan paling tinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 145,38

yang terjadi pada subsector perikanan tangkap.
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Tabel 9. Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) Kabupaten Lumajang Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2019 (2012 = 100)
Komponen Pengeluaran
Subsektor Biaya

IB Konsumsi Produksi Rata-rata
Tanaman Pangan 139,12 136,66 137,89
Tanaman Hortikultura 137,72 122,93 130,33
Tanaman Perkebunan 141,46 124,45 132,96
Peternakan 136,73 119,26 127,99
Perikanan Tangkap 145,38 142,51 143,94
Perikanan Budidaya 142,86 124,46 133,66
Rata-rata 140,54 128,38 134,46

Sumber: Data Primer 2019, diolah

Apabila diamati dari struktur pengeluaran indeks yang dibayarkan, dapat
dilihat pengeluaran terbesar dari rumah tangga petani seluruh sub sektor
pertanian di Kabupaten Lumajang di sumbangkan oleh komponen konsumsi
harian vyaitu sebesar 140,54. Sedangkan untuk komponen indeks yang
dibayarkan oleh komponen biaya produksi sebesar 128,38. Rata-rata nilai indeks

dibayarkan secara keseluruhan di Kabupaten Lumajang sebesar 134,46.

5.1.3 Indeks Nllai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lumajang

Nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima
petani (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB). Nilai tukar petani
merupakan indikator tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengetahuan
secara mendalam tentang perilaku nilai tukar petani dan identifikasi faktor-faktor
penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan
pembangunan dan perbaikan program-program pembangunan ke depan. Berikut
ini nilai NTP Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disajikan secara lengkap dalam
tabel berikut.
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Tabel 10. Nilai NTP berdasarkan masing-masing Komoditas di Kabupaten
Lumajang Tahun 2019

Komoditas IndekaT'I;erima Indelz;sBI)3ayar IS\llijlgislglk'I;cI?r
Tanaman Pangan 167,85 137,89 121,73
Tanaman Hortikultura 145,14 130,33 111,37
Tanaman Perkebunan 134,74 132,96 101,34
Peternakan 150,25 127,99 117,39
Perikanan Tangkap 169,53 143,94 117,78
Perikanan Budidaya 146,02 133,66 109,25

Rata-rata 152,26 134,46 113,14

Sumber: Data Primer 2019, diolah

Berdasarkan perhitungan nilai NTP skor tertinggi ditunjukkan oleh sub
sektor tanaman pangan Yyaitu sebesar 121,73. Nilai tertinggi kedua ditunjukkan
oleh sub sektor perikanan tangkap yaitu sebesar 117,78 dan diikuti oleh sub
sektor peternakan yaitu sebesar 117,39. Sedangkan nilai NTP yang paling kecil
ditunjukkkan oleh sub sektor tanaman perkebunan sebesar 101,34. Sehingga
dari perhitungan seluruh sub sektor yang ada di Kabupaten Lumajang dapat
dibaca nilai NTP Kabupaten Lumajang sebesar 113,14.

Dari hasil perhitungan rasio antara indeks harga yang diterima dengan
indeks harga yang dibayarkan didapatkan hampir semua petani komoditas
mengalami surplus yang berarti harga produk mengalami kelebihan apa yang
dihasilkan dari bertani dan beternak daripada apa yang dikeluarkan dalam
konsumsi dan biaya produksi. Hal ini menunjukkan sebagian petani memiliki
pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat
kesejahteraan petani lebih baik. Dan apabila dibandingkan dengan angka NTP di
Provinsi Jawa Timur nilai NTP Kabupaten Lumajang sebagai besar sub sektor
berada diatas angka Provinsi Jawa Timur, hanya sub sektor perikanan budidaya

saja yang berada di bawah provinsi Jawa Timur.
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Gambar 8. Perbandingan Nilai NTP Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa
Timur berdasarkan sub sector
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

5.2. Tingkat Inflasi Kabupaten Lumajang

Perputaran barang dan jasa di suatu kota tidak dapat terpisahkan dari
hukum permintaan dan penawaran barang dimana kelangkaan (kuantitas) pada
suatu komoditas akan mempengaruhi harga ataupun sebaliknya. Perubahan
yang terjadi pada harga tentu saja berdampak pada perekonomian setempat baik
dalam kondisi meningkat atau menurunnya harga. Hal yang menjadi perhatian
utama bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tak terkecuali Pemerintah
Daerah Kabupaten Lumajang adalah bagaimana menjaga harga agar senantiasa
stabil yang disebabkan apabila harga (secara umum) mengalami peningkatan
(biasa disebut dengan inflasi) akan mempengaruhi daya beli masyarakat
setempat dan berakibat pada melemahnya perekonomian wilayah tersebut.
Mengacu pada Bank Indonesia, inflasi diukur berdasarkan Indeks Harga
Konsumen yang diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok yakni (Bl, 2019):
Kelompok Bahan Makanan
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

P 0 bd P

Kelompok Sandang
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5. Kelompok Kesehatan

6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Secara umum, inflasi yang terjadi di Kabupaten Lumajang periode 2012-
2018 mengalami fluktuasi namun tren (secara eksponensial) menunjukkan pola

penurunan.
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1,50
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1,47

0,50 0,70

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: diolah dari berbagai sumber?!

Gambar 9. Laju Inflasi Kabupaten Lumajang 2012-2018

Terjadinya peningkatan harga secara umum (inflasi) di Kabupaten
Lumajang, bersumber dari beberapa komoditas (Oktober 2018) yang antara lain
bersumber dari: bahan bakar kendaraan (BBM); minyak goreng; rokok kretek
filter: emas perhiasan: air minum dalam kemasan (AMDK); gula pasir; tempe;
semen; cabai (merah dan rawit). Namun demikian, tidak seluruh komoditas
mengalami peningkatan atau dengan kata lain terdapat pula komoditas yang
mengalami penurunan harga di antaranya: beras; bawang merah; tomat sayur;
bawang putih; kentang; cumi-cumi; bayam; udang basah; dan jagung manis
(BPS, 2018).

Peningkatan komoditas yang terjadi dan berasal dari beberapa komoditas
tersebut tidak selamanya terjadi untuk setiap waktunya. Hal ini diketahui pula dari
laporan IHK Kabupaten Lumajang triwulan IV tahun 2018 yang menunjukkan
terjadinya perubahan faktor pendorong inflasi yang bersumber dari komoditas
daging ayam ras; tarif pulsa ponsel; dan jeruk pada bulan November 2018 dan

komoditas berupa cabai mengalami penurunan harga (deflasi) dibandingkan

! Diolah dari laporan IHK Triwulan IV Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dan BPS Kabupaten
Lumajang tahun 2019.
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dengan bulan sebelumnya. Perubahan harga yang terjadi setiap bulan dan pada
komoditas tertentu tersebut (secara agregat) diantisipasi melalui kajian ini melalui
peramalan (forecasting) terhadap variabel inflasi menggunakan teknik yang
serupa dengan variabel PDRB Kabupaten Lumajang.

Pada tahapan awal, menentukan stasioneritas data menjadi penting untuk
mengetahui apakah data yang digunakan merupakan data asli ataukah data
transformasi untuk kemudian dilakukan forecasting pada variabel inflasi yang

diketahui sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 11. Unit Root Test Inflasi Kabupaten Lumajang 2012-2018

Null Hypothesis: LOG(INF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.738061 0.0051
Test critical values: 1% level -3.511262

5% level -2.896779

10% level -2.585626

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Menggunakan data laju inflasi bulanan yang terdapat pada Kabupaten
Lumajang, diketahui bahwa data asli (stasioner pada level) dapat digunakan
untuk melakukan peramalan (forecasting) karena probabilitas menunjukkan
angka kurang dari alpha (5%), atau dengan kata lain hipotesis bahwa terjadi unit
root ditolak dan menerima hipotesis alternatif yang berarti bahwa data telah
bersifat stasioner. Dengan demikian, pengujian dapat dilanjutkan menuju
tahapan menentukan model ARIMA.

Penentuan model ARIMA pada analisis univariate ini ditentukan secara

otomatis oleh software dimana output-nya diketahui sebagaimana bagan berikut.
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Tabel 12. Peramalan ARIMA variabel Inflasi

Automatic ARIMA Forecasting
Selected dependent variable: INF
Date: 15/09/19 Time: 11:02
Sample: 2012M01 2018M12
Included observations: 84
Forecast length: 48

Number of estimated ARMA models: 100
Number of non-converged estimations: 0
Selected ARMA model: (1,1)(1,1)

AIC value: -3.88174438466

Mendasarkan pada hasil di atas, analisis dilanjutkan untuk melakukan
forecasting dengan penentuan maximum differencing sebesar 1 dan maximum
SAR dan maximum SMA sebesar 1 serta tanpa dilakukannya perubahan
terhadap data mengingat data yang ada telah stasioner pada tingkat level, 1(0).
Memilih model ARIMA berdasarkan Akaike Information Criteria, diperoleh hasil
peramalan sebagaimana bagan di bawah ini.
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Gambar 10. Peramalan ARIMA variabel Inflasi

Sumber: hasil forecasting peneliti, 2019

Forecasting yang dilakukan tersebut tidak hanya dilakukan (di uji) satu
kali saja namun beberapa kali pengujian sehingga didapatkan hasil (peramalan)
terbaik yang diketahui dari banyaknya skema peramalan yang telah dilakukan
dan ditunjukkan melalui bagan berikut.
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Gambar 11. Grafik Perbandingan Peramalan
Sumber: hasil forecasting peneliti, 2019

Grafik di atas menunjukkan beberapa skema peramalan yang telah
dilakukan dan peramalan yang terpilih ditunjukkan melalui garis merah.
Membandingkan antara data awal yakni data bulanan 2012 hingga 2018 dengan
data peramalan tahun 2019-2022 disadari bahwa peramalan tersebut terlalu jauh
sehingga dampak terhadap ketidakpastian juga akan semakin besar.
Berdasarkan hal ini pula maka kehati-hatian terhadap data peramalan juga
dibutuhkan melalui pembentukan asumsi bahwa:

i) kondisi perekonomian baik lokal maupun nasional dalam kondisi yang
normal;

ii) tidak terjadi pergolakan politik, sosial, budaya; serta sektor lainnya yang
mempengaruhi kondisi perekonomian lokal maupun nasional.

iii) baik sektor fiskal maupun moneter terus berkesinambungan untuk menjaga
perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian
lokal (Kabupaten Lumajang);

iv) tidak terdapat kebijakan pemerintah yang kontra-produktif sehingga
memicu terjadinya gejolak baik internal (Kab. Lumajang/Jawa Timur),
maupun Nasional.

Asumsi tersebut menjadi penting mengingat pemerintah Kabupaten
Lumajang (juga Nasional) senantiasa berupaya untuk mengendalikan inflasi
dimana laju inflasi yang tinggi sebagaimana pada tahun 2013 telah dikelola oleh

pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga mengalami kondisi yang lebih baik
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sehingga besaran laju inflasi yang terjadi pada tahun berikutnya tidak setinggi
pada tahun 2013. Dalam jangka panjang, hal ini dapat diketahui pula melalui tren
laju inflasi di Kabupaten Lumajang yang menunjukkan kondisi penurunan dari
tahun 2012 hingga tahun 2018.

Dalam kaitannya dengan peramalan yang dilakukan pada kajian ini,
diketahui bahwa hingga tahun 2022 tren laju inflasi akan mengalami penurun
walaupun masih akan terdapat fluktuasi pada nilai atau besaran laju inflasi

tersebut.

Inflasi dan forecasting 2012-2022
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Gambar 12. Forecasting Inflasi hingga Tahun 2022

Sumber: hasil forecasting peneliti, 2019

Secara detil, dapat diketahui pula besaran (nilai) laju inflasi bulanan (hasil
peramalan) dari bulan Januari hingga Desember tahun 2019 hingga 2022 yang
menunjukkan bahwa deflasi hanya terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019
dan terhitung sejak Maret 2019 hingga Desember 2022 laju inflasi menunjukkan
angka yang positif dan berfluktuasi namun tidak lebih dari 2 persen.

Besaran laju inflasi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh sebuah asumsi
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana berbagai kondisi harus
dalam kondisi yang stabil atau tidak terdapat guncangan yang signifikan.
Munculnya guncangan baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat
dipastikan akan merubah kondisi peramalan yang telah dilakukan. Secara detil
pula, hasil peramalan laju inflasi Kabupaten Lumajang tahun 2019 hingga 2022

(data bulanan) diketahui sebagaimana tabel di bawah ini.

57



Tabel 13. Peramalan Laju Inflasi Kabupaten Lumajang 2019-2022

Tahun |Bulan | Forecast | Tahun|Bulan | Forecast | Tahun |Bulan | Forecast | Tahun [ Bulan | Forecast
-0.51 0.14 0.98
-0.02 0.53 1.17
0.75 1.01 1.39
0.75 1.09 1.43
1.00 1.26 151
1.38 147 1.61
1.38 1.50 1.62
1.44 1.55 1.64
0.49 1.13 1.45
1.44 1.57 1.65
1.69 1.69 1.70
0.93 1.35 1.55

Sumber: hasil forecasting peneliti, 2019

Laju inflasi tahun sebagaimana tabel di atas merupakan data forecasting
dalam bentuk data bulanan yang apabila melihat ke dalam cakupan yang lebih
besar yakni data kuartal (triwulan), diketahui laju inflasi Kabupaten Lumajang
tahun 2019-2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 14. Peramalan Inflasi Per Kuartal tahun 2019-2022

Kuartal Inflasi

Kuartal Inflasi Tahun Kuartal Inflasi ‘ Tahun

|
2020 2022 ‘
2020 2022

|

2020 2022
2020 2022

Sumber: hasil forecasting peneliti, 2019

Sedikit berbeda dengan data bulanan sebagaimana yang ditunjukkan
pada tabel sebelumnya, diketahui bahwa pada kuartal 1 (Q1) tahun 2019, laju
inflasi Kabupaten Lumajang adalah sebesar 0,07 persen dan akan cenderung
mengalami peningkatan namun tidak lebih dari 1,5 persen. Kondisi yang sedikit
berbeda mulai terjadi sejak tahun 2020 dimana laju inflasi mulai menyentuh
besaran 1,5 persen pada kuartal keempat (sebesar 1,54 persen). Pada tahun
2021 dan 2022, laju inflasi mulai mengalami peningkatan hingga menyentuh 1,64
persen dan 1,61 persen secara berurutan.

Inflasi sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal yang tidak hanya

bersumber dari internal namun juga eksternal. Kondisi internal dapat dipengaruhi
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oleh kondisi Kabupaten Lumajang dimana perekonomiannya lebih banyak di
dorong dari sektor pertanian. Faktor keberhasilan atau kegagalan pada
komoditas pertanian akan berpengaruh besar terhadap kondisi inflasi Kabupaten
Lumajang karena hasil pertanian dari Kabupaten Lumajang tidak hanya
dikonsumsi oleh masyarakat setempat saja namun juga dikonsumsi oleh
masyarakat di luar Kabupaten Lumajang. Dengan kata lain, apabila sektor
pertanian mengalami gagal panen sementara permintaan dalam kondisi berada
pada posisi tetap atau konstan, maka kelangkaan hasil pertanian yang berasal
dari Kabupaten Lumajang tersebut akan menyebabkan peningkatan harga pada
komoditas hasil pertanian (demand pull inflation). Sebaliknya, ketika terjadi
panen raya dan pasar tidak merespon stock yang melimpah tersebut, maka
penurunan harga akan terjadi dan menyebabkan deflasi.

Pentingnya menjaga konsumsi masyarakat dalam hal inflasi dapat
diketahui dengan merujuk pada data PDRB menurut pengeluaran dimana
konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB
Kabupaten Lumajang tahun 2018 sebesar 66,65 persen. Angka tersebut tidak
jauh berbeda jika membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni: 65,81
persen pada tahun 2017; 65,30 persen pada tahun 2016; 64,99 persen pada

tahun 2015; dan 67,36 persen pada tahun 2014.

Tabel 15. PDRB Kabupaten Lumajang Menurut Pengeluaran

Komponen 2014 2015 2016 2017 2018

1. Konsumsi Rumah Tangga 67.36% | 64.99% | 65.30% | 65.81% | 66.65%
2. Konsumsi Lembaga Swasta

Nirlaba 1.24% 1.17% 1.14% 1.09% 1.12%

3. Konsumsi Pemerintah 7.16% 6.88% 6.08% 6.08% 6.49%
4. Pembentukan Modal Tetap

Bruto 20.79% | 21.51% | 21.73% | 22.25% | 22.00%

5. Perubahan Inventori 3.52% 4.40% 4.09% 3.88% 3.68%

6. Ekspor 35.73% | 33.41% | 32.04% | 34.73% | 39.21%

7. Impor 35.79% | 32.36% | 30.38% | 33.84% | 39.15%

PDRB? 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

Sumber: Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2019
Kontribusi terbesar kedua berasal dari ekspor dan impor yang berada
pada kisaran angka 30-an persen dan diikuti oleh pembentukan modal tetap

bruto sebesar 20-an persen. Hal ini semakin memperjelas bahwa konsumsi

2 penghitungan PDRB akan mencapai 100 persen dengan cara menjumlahkan poin 1-6 dan
mengurangkan poin ke-7, hal ini merujuk pada general model Y=C+1+ G+ X—- M.
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rumah tangga menjadi penting untuk dijaga agar perekonomian Kabupaten
Lumajang dapat berjalan secara stabil.

Pentingnya menjaga laju inflasi dalam hubungannya dengan konsumsi
diperkuat kembali melalui data kredit perbankan di Kabupaten Lumajang tahun
2018 menurut jenis penggunaannya. Data kredit perbankan Bank Umum
menunjukkan bahwa besaran kredit perbankan untuk tujuan konsumsi tahun
2018 lebih besar dibandingkan dengan besaran kredit perbankan untuk tujuan
investasi, namun masih lebih rendah atau di bawah nilai besaran kredit untuk
tujuan modal kerja. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa konsumsi masih
memegang peranan penting dan pengendalian terhadap laju inflasi sangat

penting agar daya beli masyarakat tetap terus terjaga.
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Sumber: Bank Indonesia Jember
Gambar 13. Kredit Perbankan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan di

Kabupaten Lumajang 2018

Sejalan dengan kondisi di atas, diketahui bahwa konsumsi masyarakat
Kabupaten Lumajang berdasarkan kategori pengeluaran makanan dan non-

makanan sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 16. Jenis Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Lumajang 2015-2016 (%)

Pengeluaran 2015 2016
Makanan 55.92 55.51
Non-Makanan 44.08 44.49

Sumber: diolah dari Data Kabupaten Lumajang Dalam Angka

Kredit perbankan dengan tujuan konsumsi dapat dipicu oleh kurangnya
pendapatan masyarakat untuk mengkonsumsi sehingga memaksa masyarakat
untuk memiliki kredit perbankan. Hal tersebut tampak pada bagaimana komposisi
antara pengeluaran masyarakat untuk tujuan makanan dan non-makanan
dimana pengeluaran untuk makanan sedikit lebih besar dibandingkan dengan
pengeluaran untuk tujuan non-makanan. Perbedaan yang sedikit terhadap kedua
jenis pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat
Kabupaten Lumajang (secara umum) telah mampu memenuhi kebutuhan untuk
konsumsi makanan namun untuk pengeluaran non-makanan mengalami
hambatan sehingga akses terhadap kredit perbankan dilakukan.

Persoalan kredit kepada perbankan bukanlah menjadi hal negatif yang
membutuhkan antisipasi selama masyarakat mampu mengembalikan pinjaman
tersebut baik dengan cara tunai secara langsung maupun dalam bentuk
angsuran. Namun demikian penting juga untuk melihat bahwa kemampuan
masyarakat untuk mengangsur tersebut dengan catatan bahwa pengeluaran
(konsumsi) untuk kategori makanan tidaklah terganggu. Hal sebaliknya apabila
pengeluaran untuk konsumsi makanan terganggu, maka risiko gagal bayar
(default) terhadap pinjaman akan semakin besar. Kembali kepada permasalahan
kredit perbankan, pola yang terjadi pada tahun 2018 dimana kredit untuk
konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan kredit untuk tujuan investasi juga

terjadi pada tahun sebelumnya yakni tahun 2013.
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Sumber: diolah dari Data Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2015 dan 2018
Gambar 14. Rerata Kredit Perbankan Bank Umum Menurut Jenis
Penggunaan di Kabupaten Lumajang 2013 & 2018

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa pola yang sama terjadi
antara tahun 2013 dan 2018 menjadi sebuah penekanan terhadap kebijakan
pemerintah akan pentingnya sebuah pengelolaan terhadap inflasi. Kondisi yang
demikian, tidak hanya berlaku untuk konsumsi semata namun inflasi yang terjadi
juga akan menjadi penghambat bagi para peminjam dengan tujuan investasi dan
modal kerja. Inflasi yang meningkat akan berdampak (baik secara signifikan atau
tidak) terhadap kondisi pasar yang menyebabkan gangguan terhadap faktor
supply dan akan berdampak pula pada para peminjam (debitur) dalam
mengembalikan pinjamannya.

Namun demikian, kondisi yang terjadi di Kabupaten Lumajang mampu
untuk mengontrol bahkan mengendalikan laju inflasi (sebagaimana penjelasan
sebelumnya) dimana laju inflasi dapat ditekan lebih rendah sejak tahun 2013.
Selain itu, Kabupaten Lumajang juga diuntungkan dengan adanya pertumbuhan
pada sektor lainnya yang mulai tumbuh dan berkembang positif secara signifikan.
Sektor penyedia akomodasi dan makan minum; sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial; sektor industri pengolahan; sektor jasa perusahaan adalah
sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi di atas 7 persen pada tahun
2018 sehingga mampu saling meredam gejolak yang terjadi pada sektor
pertanian atau bahkan satu sektor dengan sektor lainnya. Hal ini dipicu oleh
karena sektor pertanian yang merupakan pemasok kebutuhan primer memiliki
perkembangan pasar yakni sektor industri pengolahan yang berkembang dan

menyerap output dari sektor pertanian. Hal ini juga didukung dengan mulai
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berkembangnya sektor-sektor non-pertanian yang selama ini kurang berkembang
sebagaimana sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa perusahaan, real estate, konstruksi
dan sebagainya walaupun belum secara agregat melampaui kontribusi sektor-
sektor yang selama ini dominan.

Upaya pengendalian laju inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang melalui berbagai kebijakan (baik fiskal dan moneter) dapat
dikatakan memberikan hasil dimana dampak dari pengendalian laju inflasi salah
satunya adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten
Lumajang dimana pada tahun 2012 pendapatan perkapita masyarakatnya adalah
sebesar 17,49 juta meningkat menjadi 27,68 juta pada tahun 2018 yang secara

detil dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.
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Sumber : Indeks Ekonomi Menurut Kabupaten 2018
Gambar 15. PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang 2012-2017 (juta rupiah)

Luasnya dampak yang ditimbulkan dari pengendalian inflasi serta hasil
yang diperoleh mencerminkan pentingnya pengendalian terhadap laju inflasi
Kabupaten Lumajang yang selama ini telah berada pada level yang stabil.
Dengan demikian, untuk memberikan dampak yang lebih positif kepada
masyarakat Kabupaten Lumajang, maka data hasil peramalan terhadap laju
inflasi Kabupaten Lumajang menjadi penting sebagai salah informasi (prakiraan)

untuk berbagai pihak dalam mengambil kebijakan bagi Kabupaten Lumajang.
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VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Nilai Tukar Petani di Kabupaten
Rata-rata indeks harga yang diterima petani (IT) di Lumajang pada tahun
2019 sebesar 155,76. Nilai indeks harga yang diterima paling besar berasal
dari sub sektor perikanan tangkap yaitu sebesar 169,53 dan diikuti oleh sub
sektor tanaman pangan sebesar 167,85. Sedangkan nilai IT yang paling
rendah di tunjukkan oleh petani di sub sektor tanaman perkebunan dengan

nilai sebesar 134,74.

Rata-rata nilai indeks dibayarkan secara keseluruhan di Kabupaten
Lumajang sebesar 134,46. Struktur pengeluaran indeks dibayarkan
terbesar dari rumah tangga petani seluruh sub sektor pertanian di
Kabupaten Lumajang di sumbangkan oleh komponen konsumsi harian
yaitu sebesar 140,54. Sedangkan untuk komponen indeks dibayarkan oleh

komponen biaya produksi sebesar 128,38.

Perhitungan nilai NTP Kabupaten Lumajang dari gabungan seluruh sub
sektor sebesar 113,14. Dari hasil perhitungan rasio antara indeks harga
yang diterima dengan indeks harga yang dibayarkan didapatkan hampir
semua petani komoditas mengalami surplus yang berarti harga produk
mengalami kelebihan apa yang dihasilkan dari bertani dan beternak
daripada apa yang dikeluarkan dalam konsumsi dan biaya produksi. Hal ini
menunjukkan sebagian petani memiliki pendapatan lebih besar dari

pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik.

Angka Inflasi di Kabupaten Lumajang periode 2012-2018 mengalami
fluktuasi namun tren (secara eksponensial) menunjukkan pola penurunan.
Penurunan harga di antaranya terjadi pada komoditas: beras; bawang
merah; tomat sayur; bawang putih; kentang; cumi-cumi; bayam; udang

basah; dan jagung manis

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Kajian tentang Nilai Tukar Petani di Kabupaten Lumajang diharapkan

dapat menjadi dasar pengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan

petani. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah:
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Pengukuran NTP sebagai alat ukur kesejahteraan petani memiliki
karakteristik yakni pengaruh perubahan harga sangat dominan
dibandingkan jumlah barang yang diproduksi (dikonsumsi). Intervensi
pemerintah yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian
tidak tampak dalam perubahan nilai NTP. Introduksi teknologi budidaya
atau pengolahan pasca panen akan berpengaruh pada nilai NTP jika
mengurangi komponen biaya produksi atau memperbaiki kualitas produksi
sehingga harga produk menjadi lebih tinggi. Sementara itu, kebijakan-
kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap inflasi akan memiliki

dampak yang lebih besar terhadap perubahan NTP.

Kontribusi harga pangan dalam pembentukan NTP di Kabupaten Lumajang
sangat besar baik pada pembentukan harga yang diterima petani maupun
harga yang dibayar oleh petani. Peningkatan harga komoditas tanaman
pangan ditingkat petani (produsen) akan berdampak langsung pada
peningkatan harga konsumsi pangan maupun secara tidak langsung
terhadap konsumsi non pangan. Peningkatan harga-harga di tingkat
produsen, khususnya tanaman pangan akan berdampak pada pengeluaran
konsumsi rumah tangga petani sehingga tujuan awal kebijakan untuk
meningkatkan NTP petani pada akhirnya akan diikuti oleh peningkatan
harga yang dibayarkan oleh petani sehingga memungkinkan terjadinya
penurunan NTP. Oleh karena itu, perbaikan penerimaan petani melalui
kebijakan peningkatan harga produsen harus diimbangi dengan kebijakan

pengendalian harga di tingkat konsumen.

Peningkatan NTP berarti proporsi laju kenaikan harga yang diterima petani
lebih tinggi daripada laju kenaikan harga yang dibayar petani. Pada kondisi
demikian maka NTP yang konstan dinilai lebih memadai, karena pada NTP
yang konstan berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat
(atau menurun) secara proporsional dengan perubahan harga yang dibayar
petani. Oleh karena itu kebijakan mempertahankan laju peningkatan NTP
secara proporsional lebih penting daripada meningkatkan nilai NTP

tahunan itu sendiri.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang yang selama ini dilakukan
untuk memperbaiki kesejahteraan petani, diantaranya adalah kebijakan

pendapatan petani melalui bantuan subsidi, penyediaan infrastruktur; serta
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kebijakan untuk pengendalian pengeluaran konsumsi rumahtangga (seperti
pemberian raskin, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan lainnya)
masih  perlu ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki tingkat
kesejahteraan petani tanpa mengakibatkan perubahan harga konsumsi dan
produksi di tingkat petani.

Intervensi lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
adalah perbaikan posisi tawar petani untuk meningkatkan harga produk.
Perbaikan ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan kelompok untuk
melakukan pemasaran bersama dan pengembangan keuangan kelompok
sehingga ketergantungan petani dengan pedagang/tengkulak dapat

diminimalkan.
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Lampiran 1. Daftar Responden

Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen
SUMBEREJO SUPARDI Jagung Mei - Juli
Jagung Agustus- Okt
Yosowilangun Muntaham Padi Agustus
Padi Desember
Padi April
Yosowilangun Jalal Jagung juli-agustus
Padi nov-feb
Padi nov-feb
Yosowilangun Makrupin Padi Agustus
Padi Desember
Jagung April
Pasirian Tridianto Jagung november
Jagung april
Jagung september
Pasirian Sartono Jagung febuari
Jagung juni
Jagung oktober
Pasirian Sukardi Jagung november
Jagung febuari
Padi juni
Jagung oktober
Yosowilangun Sumardi Padi desember
Padi april
Jagung agustus
Yosowilangun Sartono Jagung november
Padi maret
Padi agustus
Ahmad Jagung Juli-November
Yosowilangon Lor Widodo
Padi November-Maret
Padi Maret-Juli
Yosowilangon Lor Sugiyanto Jagung Juli-November
Padi November-Maret
Padi Maret-Juli
Gaplek, Pasirian Tukiran Jagung Juli-November
Jagung November-Maret
Jagung Maret-Juli
Gaplek, Pasirian Sugeng Jagung Juni-Oktober
Jagung Oktober-Februari
Jagung Februari-Juni
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Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen

Pasirian Kanip Jagung Juni-Oktober

Jagung Oktober-Februari

Jagung Februari-Juni
Burno, Senduro Buwad Jagung Juli-Oktober

Jagung Maret-Juni

Jagung November-Februari
Sari Kemuning, Buchori Padi April-Agustus
Senduro Muslim

Padi Agustus-Desember

Padi Desember-April
Yosowilangon lor Nonok Padi Juni-November

Jagung November-Maret

Padi April-Juli
Yosowilangon lor Fauzi Padi Desember-April

Jagung April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Gimar Padi April-Agustus
Pasirian Jasdi Padi Desember-April

Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Harianto Padi Agustus-Desember
Pasirian Sumardi Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Gendut Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Sutrisno Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Karyanto Padi Desember-April

Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Satukan Padi Desember-April

Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Slamet Siswoyo | Padi Desember-April

Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Buyung Padi April-Agustus

Padi Agustus-Desember
Pasirian Sukarjo Cabai Merah November'18, Agustus'19

Tomat Februari'l9
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Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen
Pasirian Mujiono Cabai Merah November'18, Juni;19
Mbaku Andik Cabai Merah November'18, Juli;19

Kacang Panjang Maret'19
Mbaku Sampe Cabai Merah Oktober'18, Juli'19
Padi Februari'l9
Pasirian Kholig Cabai Merah Juni'l9
Timun Maret'19
Kacang Panjang Desember'18
Pasirian Arif Cabai Merah November-April, Mei-
Oktober
Pasirian Hj. Hendri Cabai Merah Agustus
Alun-Alun Ranuyoso | Hasan Alpukat -
September'18-
Bades Abdul Ghoni Kacang Panjang Agustus'19
Bades SAEKHORI Timun Maret'19
Kacang panjang Desember'18
Bades M. ASFA Timun Maret'19
Kacang panjang Desember'18
Bades Bahrul Kacang panjang Desember'18
Timun Maret'19
Bades Damanhuri Kacang panjang Desember'18
Timun Maret'19
Bades Suprapto Kacang panjang Desember'18
Cabai Juni
Bades Anoyo Kacang Panjang Desember'18
Timun Maret'19
Pasirian Mutohir Kacang Panjang november
Timun Febuari
Kacang Panjang april
Timun juni
Kacang Panjang agustus
Timun oktober
Bades Husen Tembakau Agustus
Padi Desember
Cabai Merah April
Bades Tauhid Tembakau Agustus
Padi Desember
Cabai Merah April
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Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen

Bades Misnawi Tembakau Agustus
Padi Desember
Cabai Merah April

Bades Nurkholil Tembakau Januari-April

Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen

padi September-Desember
Cabai Merah Januari-April

Bades Suwarno Tembakau Mei-Agustus
padi September-Desember
Cabai Merah Januari-April

Bades Abdul Khozin Tembakau Mei-Agustus
padi September-Desember
Cabai Merah Januari-April

Kedungjajang Martono Tebu Mei

Kedungjajang Sujadi Tebu Juli

Kedungjajang Heri Tebu Mei

Kedungjajang Rohman Tebu Juni

Kedungjajang Arifin Tebu Mei

Kandang Tepus Roshid Sapi Perah -

Kandang Tepus Hasan Anis Sapi Perah -

Kandang Tepus Salim Santoso | Sapi Perah -

Kandang Tepus Subandi Sapi Perah -

Kandang Tepus Saliman Efendi | Sapi Perah -

Karanganyar Sukir Kambing Potong -

Karanganyar Buati Kambing Potong -

Karanganyar Satuji Kambing Potong -

Karanganyar Badiono Kambing Potong -

Karanganyar Sampe Kambing Potong -

Senduro H. R. Mawi Ayam Betelur -

Senduro Halim Ayam Betelur -

Senduro Sutrsino Ayam Betelur -

Senduro M. Karyono Ayam Btelur -

Pasru Jambe Ruslan Ayam Petelur -

Senduro Ahmad Kambilng Perah -

Senduro Junaedi Kambilng Perah -

Senduro Jumali Kambilng Perah -

Senduro Saiful Kambilng Perah -

Senduro Marzuki Kambilng Perah -

Senduro Sidik Kambilng Perah -

Senduro Didik Kambilng Perah -
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Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen
Yosowilangun Anang Gurame
Lele
Yosowilangun Edi Basuki Gurame
Yosowilangun Asmat
Sugiyono Gurame
Yosowilangun Slamet
Haryanto Lele
Desa Nama KK Jenis Kom BIn. Panen
Yosowilangun Yudi Purwanto | Gurame
Lele
Endik
Sidorejo Purbowo Gurame
Lele
Sidorejo Miswanto Lele
Sidorejo Margono Lele
Sidorejo David Lele
Sidorejo Supriyadi Lele
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Lampiran 2. Rincian Biaya Komponen Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Petani Kabupaten Lumajang

Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan , . Luas | Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
Gurame Anang 288,000,000 | 188,850,000 | 13,876,200 | 29,390,000 | 232,116,200 | 99,150,000 11 Kolam | 165,000 Ekor 1200
Gurame Edi Basuki | 120,000,000 | 54,800,000 | 26,405,600 | 17,367,000 | 98,572,600 65,200,000 9 Kolam 4,000 Ekor 30000
Gurame Sj‘gsir;oar:o 48,000,000 28,255,000 | 14,417,000 | 12,781,000 | 55,453,000 19,745,000 3 Kolam 1200 Ekor 32000
Gurame :::3;?2 60,800,000 28,655,000 | 17,953,000 | 9,821,000 | 56,429,000 32,145,000 4 Kolam 1600 Ekor 32000
Gurame Yudi 360,000,000 | 139,617,000 | 35,568,000 | 11,892,500 | 187,077,500 | 220,383,000 8 Kolam 1000 Ekor 30000
175,360,000 | 88,035,400 | 21,643,960 | 16,250,300 | 125,929,660 | 87,324,600 7 Kolam | 34,560 EKor 25,040
Lele PuErrIZ)dol\I/(vo 136,800,000 | 20,825,000 | 21,704,800 | 25,939,000 | 68,468,800 | 115,975,000 11 Kolam | 100000 Kg
Lele Miswanto 76,800,000 47,338,000 | 16,549,000 | 6,981,000 | 70,868,000 29,462,000 6 Kolam 1200 Kg 16000
Lele Margono 24,120,000 19,788,000 | 9,521,200 | 14,628,000 | 43,937,200 4,332,000 4 Kolam 1,608 Kg 15000
Lele David 82,500,000 59,599,500 | 21,231,600 | 11,442,000 | 92,273,100 22,900,500 11 Kolam Kg
Lele Supriyadi | 3,600,000,000 | 215,580,000 | 77,807,600 | 102,888,000 | 396,275,600 | 3,384,420,000 Kolam Kg
80,055,000 36,887,625 | 17,251,650 | 14,747,500 | 68,886,775 43,167,375 8 Kolam | 34,269 Kg 15,500
Padi Buyung 32,695,000 16,400,000 | 25,277,200 | 136,379,000 | 178,056,200 | 16,295,000 4000 m2 3100 Kg 5200
Padi Gimar 800,000 710,000 11,949,600 | 4,027,600 16,687,200 90,000 3500 m2 400 Kg 4000
Padi Jasdi 99,600,000 25,778,000 | 29,229,200 | 11,511,600 | 66,518,800 73,822,000 | 10250 m2 7000 Kg 5000
Padi Harianto 6,120,000 1,340,000 | 10,275,200 | 5,561,000 17,176,200 4,780,000 2000 m2 1200 Kg 2000
Padi Sumardi 94,000,000 11,107,000 | 13,561,600 | 5,351,500 | 30,020,100 82,893,000 m2 Kg
Padi Gendut 38,800,000 8,300,000 | 12,870,000 | 8,956,000 | 30,126,000 30,500,000 | 10000 m2 4000 Kg 4700
Padi Sutrisno 17,280,000 5,792,290 | 22,308,000 | 11,778,000 | 39,878,290 11,487,710 5000 m2 1800 Kg 4700
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Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan . . Luas Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan | Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
Padi Karyanto 91,950,000 17,875,000 | 21,902,400 | 6,758,000 46,535,400 74,075,000 10000 m?2 6000 Kg 4200
Padi Satukan 4,250,000 3,476,000 | 26,124,800 | 7,336,000 36,936,800 774,000 1800 m?2 850 Kg 5000
Padi Ssils?Nrrc]:/Z 60,800,000 40,217,000 | 18,714,800 | 20,333,600 | 79,265,400 20,583,000 | 40000 m?2 4000 Kg 5200
Padi Buchori 24,957,500 7,620,000 | 19,172,400 | 12,013,000 | 38,805,400 17,337,500 7500 m?2 1,800 Kg 5,500
Padi Nonok 136,980,000 | 55,347,000 | 33,566,000 | 57,793,000 | 146,706,000 | 81,633,000 15000 m?2 5100 Kg 9300
Padi Fauzi 42615000 9837000 25532000 5279000 40,648,000 32,778,000 10000 m?2 7000 Kg 4000
50,065,192 15,676,868 | 20,806,400 | 22,544,408 | 59,027,676 34,388,324 9,921 m?2 3,521 Kg 4,900
Jagung Q?g:;i 55,200,000 26,012,500 | 29,094,000 | 12,613,500 | 67,720,000 29,187,500 8000 m?2 6500 Kg 3600
Jagung Sugiyanto 17,211,200 21,890,000 | 21,086,000 | 7,071,000 50,047,000 (4,678,800) | 10000 m?2 2042 Kg 3600
Jagung Tukiran 14,400,000 5,195,000 5,195,000 | 14,339,000 | 24,729,000 9,205,000 3000 m?2 1500 Kg 3200
Jagung Sugeng 25,603,200 5,095,000 | 13,868,400 | 8,138,000 27,101,400 20,508,200 4000 m?2 2701 Kg 3200
Jagung Buwad 15,930,000 8,625,000 | 21,694,400 | 12,486,000 | 42,805,400 7,305,000 m?2 Kg
Jagung Supardi 35,000,000 7,132,600 | 25,500,800 | 12,421,000 | 45,054,400 27,867,400 m?2 Kg
Jagung Muntaham 30,780,000 11,124,500 | 11,429,600 | 16,677,000 | 39,231,100 19,655,500 4000 m?2 4500 Kg 1800
Jagung Jalal 26,300,000 7,548,500 | 20,930,000 | 22,881,000 | 51,359,500 18,751,500 2000 m?2 1000 Kg
Jagung Maskrupin 30,250,000 9,361,000 | 13,202,800 | 14,632,000 | 37,195,800 20,889,000 5300 m?2 5500 Kg 1500
27,852,711 11,331,567 | 18,000,111 | 13,473,167 | 42,804,844 16,521,144 5,186 m?2 3,392 Kg 2,817
Alpukat Hasan 3,600,000 80,000 13,962,000 | 3,103,000 17,145,000 3,520,000 25 pohon 200 Kg 18000
I\Slaetr)aa;w Sukarjo 71,550,000 26,042,000 | 36,236,200 | 30,872,000 | 93,150,200 45,508,000 2800 m?2 5950 Kg 9000
Cabai Mujiono 54,000,000 16,419,512 | 11,635,000 | 16,230,500 | 44,285,012 37,580,488 2000 m2 3000 Kg 9000
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Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan . . Luas Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
Merah
l\(/:laetr’; Andik 68,000,000 | 5,331,120 | 17,404,400 | 14,482,000 | 37,217,520 | 62,668,880 | 1500 | m2 3000 Kg 9000
|\(/:|aekr):;1 Sampe 58,000,000 | 23,431,400 | 18,486,000 | 6,628,000 | 48545400 | 34,568,600 | 2500 | m2 3000 Ke 9000
I\Slaekr):L Kholig 28,875,000 | 8,770,700 | 15,204,800 | 16,613,546 | 40,589,046 | 20,104,300 | 800 m2 2376 Ke 9000
I\Slztr’; Arif 45,093,000 | 31,986,000 | 18,327,400 | 17,636,000 | 67,949,400 | 13,107,000 | 4500 | m2 1,776 Kg 9000
I\Slaetr):L Hendri | 180,090,000 | 2,093,000 | 24,336,000 | 21,147,000 | 47,576,000 | 177,997,000 | 2000 | m2 10000 Kg 9000
72,229,714 | 16,296,247 | 20,232,829 | 17,658,435 | 54,187,511 | 55,933,467 | 2,300 | m2 4,157 Ke 9,000
Kacang Abdul 34,500,000 | 12,516,000 | 394,000 | 5,516,500 | 18,426,500 | 21,984,000 | 1500 | m2 4000 Ke 3000
Panjang Ghoni
g:r;zr;gg Bahrul 18,100,000 | 7,122,400 | 41,496,000 | 9,106,500 | 57,724,900 | 10,977,600 | 2500 | m2 1500 Ke 3000
gjrizzgg Damanhuri | 35,358,000 | 8,159,000 | 20,280,000 | 5,804,500 | 34,243,500 | 27,199,000 | 2000 | m2 4200 Ke 3000
g:;zr;gg Suprapto | 28,613,750 | 12,444,000 | 23,784,800 | 12,716,000 | 48,944,800 | 16,169,750 | 1500 | m2 2065 Kg 3000
g;rszr;gg Anoyo 9,810,000 3,673,000 | 11,856,000 | 5,883,500 | 21,412,500 | 6,137,000 | 1300 | m2 220 Ke 3500
29,142,938 | 10,060,350 | 19,562,160 | 7,805,400 | 36,150,440 | 16,493,470 | 1,760 | m2 2,397 Kg 3,100
Mentimun | Saekhori | 19,579,000 | 5,533,000 | 13,020,800 | 6,817,000 | 25,370,800 | 14,046,000 | 2500 | m2 562 Ke 4000
Mentimun | M. Asfa 22,054,500 | 4,628,000 | 23,582,000 | 15,918,000 | 44,128,000 | 17,426,500 | 2000 | m2 1890 Kg 3000
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Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan . . Luas Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
Mentimun Muthohir 54,073,000 5,895,000 14,960,400 | 5,394,600 26,250,000 48,178,000 4000 m2 4605 Kg 3000
Mentimun Khairi 12,188,000 4,506,000 8,912,800 5,474,000 18,892,800 7,682,000 1000 m2 1555 Kg 3000
Mentimun Suhem 23,134,600 8,378,000 7,274,800 1,418,000 17,070,800 14,756,600 2500 m2 1901 Kg 3000
Mentimun Azhar::id 27,554,000 8,985,500 12,729,600 | 7,906,500 29,621,600 18,568,500 3000 m2 2671 Kg 3000
26,430,517 6,320,917 13,413,400 | 7,154,683 26,889,000 20,109,600 2,500 m2 2,197 Kg 3,167
PAe\tIZIrEr H.M. Mawi | 657,000,000 | 488,478,500 | 21,871,200 | 35,690,000 | 546,039,700 | 168,521,500 1800 ekor 90 Kg 20000
Pi\t/::zr Halim 547,500,000 | 410,005,000 | 26,098,800 | 32,622,000 | 468,725,800 | 137,495,000 1500 ekor 75 Kg 20000
PAe?cIZITr Ruslan 438,000,000 | 322,893,500 | 24,705,200 | 12,029,000 | 359,627,700 | 115,106,500 1200 ekor 60 Kg 20000
PAe?chInl]r Sutrisno 171,550,000 | 109,906,250 | 16,224,000 | 11,016,000 | 137,146,250 61,643,750 470 ekor 23.5 Kg 20,000
Ayam M.
383,250,000 | 305,617,000 | 31,761,600 | 9,836,800 | 347,215,400 77,633,000 1000 ekor 50 Kg 21,000
Petelur Karyono
439,460,000 | 327,380,050 | 24,132,160 | 20,238,760 | 371,750,970 | 112,079,950 1,194 ekor 60 Kg 20,200
Kir:rt:;g Ahmad 208,050,000 | 117,100,000 | 19,531,200 | 13,226,000 | 149,857,200 90,950,000 25 ekor 30 liter 19000
Kire“rt:;g Junaedi | 270,465,000 | 152,071,500 | 17,329,000 | 16,368,000 | 185,768,500 | 118,393,500 | 34 | ekor 39 liter | 19,000.00
Kambing . .
Perah Jumali 242,725,000 | 140,167,000 | 29,317,600 | 14,683,500 | 184,168,100 | 102,558,000 29 ekor 35 liter 19,000.00
Kambing . .
Perah Saiful 277,400,000 | 160,845,250 | 29,317,600 | 49,037,000 | 239,199,850 | 116,554,750 35 ekor 40 liter 19,000.00
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Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan . . Luas Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
Kizrt:;g Marzuki 217,175,000 | 86,455,000 | 33,274,800 | 36,265,000 | 155,994,800 | 130,720,000 22 ekor 35 liter 17,000.00
Kambing . i
Perah Sidik 131,400,000 | 60,750,000 | 27,284,400 | 21,315,600 | 109,350,000 | 70,650,000 25 ekor 30 liter 12,000.00
Kambing . i
Perah Didik 186,150,000 | 101,627,500 | 35,084,400 | 25,168,000 | 161,879,900 | 84,522,500 27 ekor 30 liter 17,000.00
219,052,143 | 117,002,321 | 27,305,571 | 25,151,871 | 169,459,764 | 102,049,821 28 ekor 34 liter 17,429
K;(;:::;g Sukir 35,750,000 2,250,000 | 32,864,000 | 22,270,000 | 57,384,000 33,500,000 15 ekor 2000000
Kambing .
Potong Buati 16,600,000 2,320,000 9,750,000 5,142,000 17,212,000 14,280,000 9 ekor
Kambing "
Potong Satuji 20,700,000 2,150,000 | 26,364,000 | 7,353,000 35,867,000 18,550,000 7 ekor 2300000
Kambing .
Potong Badiono 14,200,000 180,000 14,196,000 | 4,692,000 19,068,000 14,020,000 6 ekor
Kambing
Potong Sampe 12,000,000 3,007,500 | 14,268,800 | 10,506,000 | 27,782,300 8,992,500 6 ekor 1,500,000.00
19,850,000 1,981,500 | 19,488,560 | 9,992,600 31,462,660 17,868,500 9 ekor 1,933,333
Sapi Perah Hamim 140,525,000 | 81,392,000 | 22,474,400 | 18,086,200 | 121,952,600 | 59,133,000 6 ekor 5500
Sapi Perah | Hasan Anis | 274,626,000 | 195,494,000 | 17,654,000 | 44,054,000 | 257,202,000 | 79,132,000 12 ekor 5700
Sapi Perah Salim 499,320,000 | 429,160,000 | 17,409,600 | 18,938,000 | 465,507,600 | 70,160,000 20 ekor 5700
Sapi Perah Roshid 243,455,000 | 175,938,500 | 22,999,600 | 28,411,000 | 227,349,100 | 67,516,500 10 ekor 5800
Sapi Perah Subandi 114,427,500 | 72,995,000 | 4,197,000 | 11,136,000 | 88,328,000 41,432,500 5 ekor 5700
Sapi Perah Saliman 116,435,000 | 74,387,500 | 21,086,000 | 14,063,000 | 109,536,500 | 42,047,500 5 ekor 5800

78




Pengeluaran

Rata2

. Nama . Pendapatan Rata2 Rata-rata
Komoditas Penerimaan . . Luas Satuan . | Satuan .
Responden Usahatani Pangan Non Pangan Total Usahatani Lahan Produksi (kg, unit)
231,464,750 | 171,561,167 | 17,636,767 | 22,448,033 | 211,645,967 | 59,903,583 10 5,700
Ikan Laut Madi 53,940,000 10,073,000 | 23,566,400 | 16,353,000 | 49,992,400 43,867,000
Kuswanto
Ikan Laut Ejle:\(():li 47,730,000 11,555,000 | 10,025,600 | 11,909,000 | 33,489,600 36,175,000
Ikan Laut U:c;jrjmlo 44,800,000 9,611,000 | 11,798,800 | 11,176,000 | 32,585,800 35,189,000
Ikan Laut Lastiman 45,225,000 10,619,000 | 28,355,600 | 11,639,000 | 50,613,600 34,606,000
Ikan Laut Munali 35,552,500 11,606,000 | 17,082,000 | 18,159,000 | 46,847,000 23,946,500
Ikan Laut Dinoyo 20,710,000 10,868,000 | 13,988,000 | 5,746,000 30,602,000 9,842,000
Ikan Laut Mujiyan 48,985,000 26,226,000 | 24,154,000 | 7,505,000 57,885,000 22,759,000
42,420,357 12,936,857 | 18,424,343 | 11,783,857 | 43,145,057 29,483,500
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Lampiran 3. Tes Uji Akar (unit root test) Inflasi di Kabupaten Lumajang 2012-
2018

Null Hypothesis: LOG10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: O (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.738061 0.0051
Test critical values: 1% level -3.511262
5% level -2.896779
10% level -2.585626
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG10)
Method: Least Squares
Date: 15/09/19 Time: 07:46
Sample (adjusted): 2012M02 2018M12
Included observations: 83 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG10(-1) -0.290844 0.077806 -3.738061 0.0003
C 0.314998 0.084314 3.736029 0.0003
R-squared 0.147127 Mean dependent var 0.000361
Adjusted R-squared 0.136598 S.D. dependent var 0.048046
S.E. of regression 0.044644 Akaike info criterion -3.356395
Sum squared resid 0.161440 Schwarz criterion -3.298109
Log likelihood 141.2904 Hannan-Quinn criter. -3.332979
F-statistic 13.97310 Durbin-Watson stat 1.899307

Prob(F-statistic) 0.000344
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